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PENGANTAR

BUKU INI ADALAH PEDOMAN OPERASIONAL UMUM Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman (Re-Kompak) di Tingkat
Kelurahan/Desa yang berisi rambu-rambu utama sebagai acuan untuk
penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman di wilayah NAD
dan Nias.

TIGA ALASAN PENTING mengapa buku pedoman ini disusun:

* Pertama, terkait dengan model pembangunan yang diterapkan yaitu model
pembangunan partisipatif yang melibatkan berbagai pelaku dengan pelaku
utama masyarakat/komunitas (bertumpu pada komunitas dan berbasis
nilai).

* Kedua, terkait dengan pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat
beragam baik dari posisinya, sumberdaya yang dimiliki, pengetahuannya
dan juga intensinya dalam konteks pembangunan partisipatif, sehingga bila
tidak diberikan pedoman yang jelas yang berlaku bagi semua pelaku maka
yang terjadi adalah kekacauan.

*» Ketiga, terkait dengan kondisi alam dimana pembangunan tersebut
dilakukan, yang sangat rentan terhadap gempa bumi, angin topan dan juga
dlm jangka panjang tsunami, sehingga pembangunan harus menghasilkan
bangunan tahan bencana alam.

BUKU PEDOMAN INI DITUJUKAN UNTUK semua pelaku rehabilitasi dan
rekonstruksi permukiman di wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan
tsunami di Aceh dan Nias, utamanya para Fasilitator Perumahan yang akan
mendampingi masyarakat korban gempa dan atau tsunami dalam melakukan
rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman mereka.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RE-KOMPAK terdiri dari tiga buku, yaitu:

* Buku 1: Pedoman Manajemen Proyek (Project Management Manual);
lebih ditujukan untuk para pengambil keputusan di tingkat proyek.

* Buku 2: Pedoman Operasional Umum; menguraikan apa yang akan
dicapai dan yang harus dilakukan di tingkat kelurahan/desa.

* Buku 3: Pedoman Operasional Teknis; menguraikan bagaimana hal
tersebut dicapai serta tata cara suatu kegiatan dalam proyek dilakukan.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
a. Dampak Bencana

Bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dan Nias, telah menghancurkan sebagian besar permukiman
yang ada di sepanjang wilayah pesisir barat dan timur NAD bahkan hingga ke
Sumatera Utara. Korban yang ditimbulkan sangat besar, hingga akhir Januari 2005
diperkirakan mencapai lebih dari 230 ribu jiwa (sekitar 130 ribu telah dimakamkan
dan sisanya sekitar 110 ribu orang dinyatakan hilang), lebih dari 300 ribu orang
terluka, dan lebih dari 700 ribu orang terpaksa mengungsi. Kerusakan yang
ditimbulkan sangat berat, lebih dari 1,3 juta bangunan gedung dan rumah
rusak/hancur, 8 pelabuhan dan 4 depot BBM rusak, 84% fasilitas air bersih dan 92%
sistem sanitasi hancur, lebih dari 120 km jalan rusak berat dan 18 jembatan hancur.
Secara umum dari 6.849 kelurahan/desa lebih dari separuhnya 4.314 kelurahan/desa
terkena tsunami. Dari 456 desa perkotaan (urban village) sekitar 372 mengalami
kerusakan sedangkan di perdesaan (rural) dari 6.393 desa, sekitar 3.942 desa
mengalami kerusakan. Total kerugian diperkirakan 41,4 triliun rupiah diantara 14
triliun rupiah di sektor permukiman.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, bencana gempa dan tsunami yang terjadi di NAD
dan Nias telah menghancurkan dan meluluhlantakkan prasarana serta sarana
perumahan dan permukiman. Dampak lainnya yang terjadi adalah tercerai-berainya
komunitas lokal di lingkungan permukiman asal yang berujung pada besarnya
tekanan psikologis serta kejiwaan masyarakat karena peristiwa tersebut.

b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah NAD dan Nias saat ini
sedang dilakukan oleh pemerintah, berbagai lembaga donor dan lembaga swadaya
masyarakat (nasional dan internasional). Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang
dilakukan bermuara pada dua hal;, pertama, pembangunan fisik prasarana dan
prasarana berupa pembangunan perumahan, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan
lain-lain. Kedua, pembangunan masyarakat atau yang biasa disebut dengan
pemulihan komunitas (community recovery).

Dengan tujuan untuk melaksanakan community recovery, Pemerintah Republik
Indonesia saat ini memiliki dua proyek berskala nasional yang sudah mulai
dilaksanakan di NAD dan Nias sebagai upaya untuk penangulangan kemiskinan di
perkotaan dan pedesaan. Kedua proyek nasional tersebut adalah proyek P2KP
(Proyek Penangulangan Kemiskinan Perkotaan) yang di NAD dilaksanakan di 402
kelurahan dan desa serta proyek PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) yang
dilaksanakan di 5.115 desa di NAD dan Nias. Kedua proyek ini mengedepankan
pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan rehabilitasi dan



rekonstruksi permukiman sebagai pintu masuk (entry point) untuk melakukan
rehabilitasi komunitas.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini lakukan untuk mendorong peran aktif
masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam proses rehabilitasi dan
rekonstruksi permukiman di wilayahnya sendiri. Peran aktif masyarakat tersebut
dapat diwujudkan apabila pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman
bertumpu serta berbasis komunitas atau pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka
mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan
proyek khusus di lokasi bencana di NAD dan Nias Sumut, yakni Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Re-Kompak)
sebagai sarana untuk memampukan masyarakat dalam menata kembali
permukimannya serta memulihkan kehidupan dan penghidupannya.

1.2 Ketentuan Dasar

Sejalan dengan pendekatan dasar pelaksanaan Re-Kompak, yakni untuk
merekonstruksi permukiman yang layak dan antisipatif terhadap segala kemungkinan
bencana serta mewujudkan kondisi permukiman yang lebih baik dari kondisi sebelum
bencana, maka masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Re-
Kompak harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan dasar sebagai
berikut:

a. Pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman di wilayah
NAD dan Nias haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

» Semua bangun-bangunan yang dibangun dalam rangka rehabilitasi dan
rekonstruksi ini harus memenuhi persyaratan kelayakan teknik untuk wilayah
rawan bencana.

» Calon pemanfaat haruslah dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses
pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman mereka

» Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana
harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam.

= Mengutamakan pemanfaatan struktur dan institusi lokal yang berfungsi dengan
baik dan sejauh mungkin menghindarkan pembentukan struktur dan institusi baru.

b. Satuan wilayah kerja rehab-rekon permukiman adalah kelurahan/desa, yang akan
mendapat paket bantuan secara lengkap, mencakup bantuan:

* Rumah

= Prasarana lingkungan

= Pengorganisasian masyarakat
* Bantuan pendampingan

Bila satu lembaga/organisasi tidak mampu menyediakan paket bantuan secara
lengkap, maka Iembaga/organisasi tersebut wajib bekerjasama dengan
lembaga/organisasi lain atau pemerintah yang akan dikoordinasikan oleh BRR.



C.

Masyarakat di satuan kelurahan/desa yang berniat mendapat bantuan rehabilitasi
dan rekonstruksi permukiman harus bersedia menata kembali rumah dan lingkungan
mereka sesuai dengan norma dan standar yang disepakati bersama antara
pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam hal relokasi dan konsolidasi tanah.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus dilihat sebagai upaya meletakkan
landasan bagi pembangunan jangka panjang NAD dan Nias yang lebih baik.

1.3 Pendekatan dan Prinsip

a.

Pendekatan

Pendekatan Re-Kompak adalah kombinasi antara pembangunan bertumpu pada
komunitas dan pembangunan bertumpu pada nilai.

Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Re-Kompak adalah:

Solidaritas (tanggung renteng);
Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus menjadi tanggung jawab bersama
dengan mengutamakan yang paling lemah melalui upaya gotong royong (berat

Keterbukaan;
Mengajarkan kepada semua pelaku untuk saling terbuka juga terhadap
pembaruan atau inovasi-inovasi demi kemajuan bersama

Transparansi;

Mengajak semua pelaku untuk dapat menunjukan peran, kontribusi dan tanggung
jawabnya secara jelas dan gamblang (transparan) untuk mencegah terjadinya
kesalahpahaman

Akuntabilitas;
Mengajak semua pelaku untuk mampu mempertanggung-jawabkan tugas dan
tindakannya kepada publik dan selalu siap untuk digugat

Demokrasi;
Mengajak semua pelaku untuk mendengar dan mempertimbangkan kepentingan
pihak lain dalam pengambilan keputusan bersama

Kesepakatan aturan main;
Semua keputusan dan kerja bersama harus didasarkan atas aturan main yang
disepakati

Menerima perbedaan dan keterbatasan masing-masing;

Dalam semua pola pembangunan partisipatif harus dapat diterima adanya
berbagai perbedaan dan juga keterbatasan dari masing-masing pelaku sehingga
dapat dicari solusi yang paling tepat

Mengutamakan membangun kapasitas lokal;
Prinsip ini sudah harus ada dibenak semua pelaku utamanya pelaku eksternal
bahwa yang akan dibangun adalah kapasitas masyarakat setempat



Mengutamakan kepentingan yang paling lemah/miskin;
Dalam upaya menolong orang lain maka kita memulai dari yang paling
lemah/miskin dan yang "lebih mampu” memberi kepada yang "kurang mampu”

Mengutamakan konteks lokal;

Upaya rehabilitasi ini tidak boleh lepas dari konteks lokal. Artinya kita akan
membangun di wilayah NAD dan Nias sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat

Mengutamakan kemandirian;

Semua upaya yang dilakukan harus menekankan tumbuhnya kemandirian
masyarakat setempat dan harus dihindarkan upaya-upaya yang tampaknya
manis tetapi kemudian membangun ketergantungan

Mengutamakan kolaborasi;
Menjunjung tinggi nilai kolaborasi dan menghindarkan persaingan yang dapat
menjurus ke perpecahan

Mengutamakan musyawarah;
Musyawarah harus menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan suatu
persoalan sebagai ciri utama kedewasaan manusia

Menggunakan sumber daya eksternal secara arif;
Sumberdaya ekternal harus disadari sebagai bantuan sesaat sehingga harus
digunakan secara efektif dan efisien



BAB Il
URAIAN TENTANG PROYEK

2.1 Nama Proyek

Re-Kompak adalah nama proyek pembangunan kembali permukiman pasca gempa dan
tsunami di wilayah NAD dan Nias dengan berbasis komunitas.

2.2 Tujuan

Tujuan Re-Kompak adalah membangun kembali komunitas dan permukiman di wilayah
korban bencana gempa dan tsunami di NAD dan Nias.

2.3 Hasil/Keluaran

Pada akhir pelaksanaan Re-Kompak diharapkan tercapai kondisi sebagai berikut:

= Terbangunnya komunitas permukiman yang mampu menyelenggarakan
pembangunan kembali perumahan dan lingkungan mereka.

» Terbangunnya kembali rumah dan prasarana dasar lingkungan di wilayah yang
terkena bencana.

2.4 Kelompok Penerima Bantuan

Kelompok sasaran Re-Kompak adalah warga masyarakat korban gempa dan tsunami

dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keluarga, baik pemilik maupun penyewa yang sebelum peristiwa gempa dan tsunami
26 Desember 2004 tinggal menetap di wilayah bencana.

b. Keluarga yang sudah memperbaiki atau membangun kembali rumahnya ataupun
yang baru akan melaksanakan perbaikan dan pembangunan.

c. Keluarga yang rumahnya hancur sebagian atau hancur seluruhnya dan belum
mendapat bantuan sejenis dari pihak lain.

2.5 Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran Re-Kompak adalah desa/kelurahan lokasi PPK atau P2KP korban

bencana gempa dan tsunami yang memenuhi syarat-syarat sbb:

a. Masyarakatnya bersedia melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi
permukiman berbasis komunitas.

b. Tingkat kerusakan fisik bangunan dan lingkungan cukup tinggi.

c. Masih terdapat penghuni dalam jumlah yang cukup besar untuk membangun kembali
permukiman tersebut.

d. Adanya kesepakatan dengan pemerintah setempat.
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2.6 Strategi Dasar

a. Menerapkan pendekatan pembangunan bertumpu pada komunitas dan
pembangunan bertumpu pada nilai secara partisipatif.

b. Menggunakan pembangunan permukiman sebagai upaya penciptaan lapangan kerja.

c. Menggunakan pembangunan permukiman sebagai pintu masuk untuk pembangunan
komunitas.

2.7 Strategi Operasional

a. Bekerjasama dengan proyek pemberdayaan masyarakat seperti P2KP dan PPK atau
proyek lain yang mendorong upaya-upaya pemberdayaan melalui pembangunan
bertumpu pada masyarakat yang berbasis nilai dengan mengedepankan peran
perempuan.

b. Memberikan bantuan teknis melalui penyediaan Fasilitator Perumahan sebagai
pendamping masyarakat.

c. Mengembangkan ’“bengkel konstruksi (mencakup perencanaan dan teknik
pembangunan) dan "bengkel bahan bangunan (mencakup pengadaan bahan dan
komponen) yang dikelola oleh masyarakat sendiri serta merupakan wahana untuk
belajar membangun dengan baik.

II-2



BAB Il
KOMPONEN PROYEK

3.1. Komponen untuk Masyarakat Kelurahan/Desa
a. Bantuan Teknik dan Pendampingan

Bantuan teknik diberikan melalui penugasan Fasilitator Perumahan beserta
dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka
pembangunan kembali rumah dan permukiman korban bencana gempa dan tsunami.

Kegiatan pendampingan masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari
membangun komitmen bersama, melakukan pemetaan swadaya (survei swadaya),
merumuskan kebutuhan nyata dari hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya,
menyusun rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan lingkungan
permukiman di wilayahnya.

Jenis kegiatan pendampingan mencakup:

= Pertemuan-pertemuan/musyawarah ditingkat komunitas maupun kelurahan/desa,
baik bersifat rapat maupun sosialisasi.

» Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar.

= Pemetaan/survei swadaya, termasuk analisa, pembuatan peta tapak dan
penulisan laporan.

» Pengembangan bengkel konstruksi dan bengkel bahan bangunan di tiap
kecamatan atau kluster beberapa kelurahan yang menjadi sasaran proyek.

= Kerja kelompok penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi
permukiman (mencakup daftar profil KK penerima bantuan, rencana tata ruang
kelurahan/desa/gampong termasuk penataan persil tanah, rencana detail rehab-
rekon rumah, rencana detail rehab-rekon lingkungan) termasuk perhitungan
biayanya.

» Pelaksanaan pembangunan lingkungan dan rumah.

b. Bantuan Dana

Pemberian bantuan dana stimulan kepada masyarakat kelurahan/desa sebagai
berikut:

Perlu diingat bantuan dana ini bukanlah kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan
untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi permukiman mereka. Jadi bersifat satu kali per
keluarga/komunitas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar permukiman.

1) Bantuan Dana Rumah (BDR);

Alokasi BDR ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan:

- BDR Rekon untuk rumah rusak berat (>50%): Rp 42 juta per keluarga.
(Untuk daerah yang mensyaratkan pembangunan rumah panggung akan
diatur secara terpisah).
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2)

- BDR Rehab untuk rumah rusak ringan (<50%): Rp 15 juta per keluarga.

BDR hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
perumahan oleh yang bersangkutan baik melalui swakarya, swakelola atau
penugasan ke pihak lain. BDR termasuk untuk membiayai operasional dan
administrasi kegiatan KP (BOP) dalam menyelenggarakan pembangunan rumah
termasuk biaya perizinan, bedeng/gudang, pengawasan, dsb.

Bantuan Dana Lingkungan (BDL);
Alokasi BDL adalah Rp 500 juta per kelurahan/desa.

BDL digunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan yang disepakati
masyarakat. Apabila disepakati, BDL dapat digunakan secara luwes, misalnya
untuk membangun hunian sementara yang nantinya dialih fungsikan untuk
bangunan publik, atau dapat juga digunakan untuk menutupi kekurangan biaya
pembangunan rumah. BDL juga mencakup biaya operasional kegiatan
TPK/Kerap (BOP) maksimum 5% dari jumlah BDL.

3.2 Komponen untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pelaku Lokal Lainnya

Bantuan kepada pemerintah kota/kabupaten dan pelaku lokal lainnya berupa bantuan
teknik dan pendampingan. Bantuan ini berupa penugasan District Management
Consultant (DMC) untuk pengelolaan Re-Kompak dan mendukung pemerintah daerah
dan pelaku lokal lainnya dalam rehab-rekon permukiman.

Secara rinci bantuan teknik ini mencakup penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

Pengelolaan Re-Kompak

Lokakarya dan sosialisasi

Pelatihan

Studi dan supervisi lapangan

Pengembangan kelembagaan, dan

Bimbingan teknik dan pendampingan kepada Pemda dan masyarakat dalam
rangka integrasi rencana masyarakat (mikro) dengan rencana pembangunan
kota/kabupaten (makro)
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4.1. Prinsip Penanganan di Tingkat Kelurahan/Desa

BAB IV
PELAKSANAAN PROYEK DI TINGKAT KELURAHAN/DESA

Re-Kompak akan melakukan pembangunan permukiman terpadu di tiap kelurahan/desa
bekerja sama dengan P2KP dan PPK. Apabila terdapat lembaga/organisasi lain yang
juga bekerja di kelurahan/desa tersebut maka harus digalang kemitraan sinergis yang
dituangkan dalam suatu naskah kesepahaman (MOU) yang salah satunya menyepakati
lembaga mana yang akan menjadi koordinator.

Alternatif bentuk-bentuk kemitraan adalah sebagai berikut:

Alternatif Kemitraan

Komponen Alt 1 Alt2 Alt3 Alt 4 Alt5 Alt6
Bantuan
Pengorganisasian | - poyokp | ppKP2KP | PPKIP2KP | PPKIP2KP | PPKIP2KP | PPKIP2KP
Masyarakat
Fasilitator Re-Kompak | Re-Kompak | Re-Kompak | Re-Kompak | Re-Kompak | Re-Kompak
Perumahan P P P P P P
Re-Kompak& Re-Kompak&
Rumah Re-Kompak Lembaga Re-Kompak Lemb_aga Lembaga Lemb_aga
. Lain . Lain
Lain Lain
Re-Kompak& Re-Kompak&
Pras_arana/sarana Re-Kompak Lembaga Lemb_aga Re-Kompak Lemb_aga Lembaga
lingkungan . Lain Lain .
Lain Lain
Catatan :

= Pengorganisasian masyarakat hanya oleh PPK/P2KP dan Fasilitator Perumahan oleh

Re-Kompak

* Lembaga Lain ini dapat diartikan beberapa lembaga

4.2. Mitra Kerja Re-Kompak

a. Di Kelurahan/Desa

Mitra kerja Re-Kompak di lapangan:

» Perangkat PPK; Fasilitator Desa, TPK, Fasilitator Kecamatan, UPK dan PJOK

= Perangkat P2KP; Relawan Masyarakat, Fasilitator Kelurahan, Kerap dan PJOK
* Perangkat Proyek RALAS; Tim Pengukuran Tanah
» Perangkat Kelurahan atau Desa
= Lembaga tradisional desa; seperti Geuchik, Tuha Peut, Panglima Laut dan lain-

lain

b. Keterkaitan Re-Kompak dengan PPK, P2KP dan RALAS

Secara khusus keterkaitan antara keempat proyek ini adalah sebagai berikut:




KEGIATAN UTAMA

DLM REHAB-REKON RALAS PPK P2KP RE-KOMPAK
PERMUKIMAN
* Persiapan Pembekalan * Pertemuan * Pertemuan * Persiapan
masyarakat untuk pengisian form koordinasi di koordinasi di Fasilitator
mulai kegiatan rehab- pendaftaran tanah tingkat desa tingkat kelurahan Perumahan
rekon permukiman kepada fasilitator = Review hasil = Review hasil (rekrutmen,
= Penjelasan siklus PPK, P2KP dan pemetaan pemetaan pelatihan dan
rehab-rekon (proyek Perumahan swadaya umum swadaya umum mobilisasi)
RE-KOMPAK) Pelatihan tim (yang ada) dan (yang ada) dan » Pelatihan
monitoring Ralas rencana rencana Fasilitator P2KP
Review hasil pembangunan pembangunan dan PPK tentang
pemetaan desa kelurahan (PJP) pembangunan
swadaya umum Catatan: Catatan: permukiman
(yang ada) Bila hasilnya belum Bila hasilnya belum » Sosialisasi proyek
Sosialisasi proyek | memadai maka harus | memadai maka harus Re-Kompak
RALAS secara dilakukan dilakukan = Review hasil
paralel BPN penyempurnaan. penyempurnaan. survei swadaya
membuat daftar dan rencana
usulan pembangunan
desa/kelurahan kelurahan/desa
yang menjadi dari PPK/P2KP
lokasi prioritas
pendaftaran tanah
Melakukan
pendataan
lembaga yang
melakukan
pendaftaran batas
tanah
Survei Swadaya (SS) yg Verifikasi atas Bila hasil survei Bila hasil survei Fasilitator Perumahan
terkait dengan tanah yang sudah | terdahulu/sebelumnya | terdahulu/sebelumnya | membangun jejaring
pembangunan didaftar batas- kurang memadai kurang memadai dgn BPN dan RALAS
permukiman batasnya oleh maka perlu dilakukan | maka perlu dilakukan | Fasilitator Perumahan
= Pendataan KK calon masyarakat penyempurnaan. penyempurnaan. (FP) bekerjasama

penerima bantuan

* Penilaian kerusakan
rumah

= Pemetaan tapak dan
status tanah

* Pendataan kondisi
prasarana dan
sarana lingkungan

= Pendataan potensi
permukiman (bahan
bangunan, tenaga

kerja, sumber air, dll)

Pendaftaran batas
tanah kepada
desa/kelurahan
yang belum ada
prakarsa
pendaftaran tanah
difasilitasi BPN
dan atau program
lain

Pengajuan dan
penetapan
pendaftaran tanah
untuk diukur dan
dipetakan

Penyiapan Tim
Pemetaan Swadaya
(Tim SS)

Fas PPK membantu
FP mendampingi
masyarakat
melakukan survei
swadaya permukiman

Penyiapan Tim
Pemetaan Swadaya
(Tim SS)

Fas P2KP membantu
FP mendampingi
masyarakat
melakukan survei
swadaya permukiman
(bila hasil survei
terdahulu/
sebelumnya kurang
memadai)

dengan Fas

PPK/P2KP

mendampingi

masyarakat :

= Penetapan daftar
KK calon penerima
bantuan untuk
diajukan oleh
Panitia Rehab-
Rekon
Permukiman
(TPK/Kerap) ke
Komite
Permukiman
Kota/Kab dan PIU

* Penilaian
kerusakan rumah
per KK

= Pemetaan tapak &
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KEGIATAN UTAMA
DLM REHAB-REKON
PERMUKIMAN

RALAS

PPK

P2KP

RE-KOMPAK

status tanah
* Pendataan kondisi
prasarana &
sarana lingkungan
= Pendataan potensi

permukiman
* Penyusunan draft * Pengumpulandata | = Penyusunandraft | = Penyusunandraft | FP bekerjasama
rencana tindak rehab- yuridis rencana tindak rencana tindak dengan Fas
rekon permukiman - pengecekan rehab-rekon rehab-rekon PPK/P2KP utk
(RT-R2P) sesuai formulir isian permukiman permukiman (RT- | mendampingi
hasil SS (bila belum - penelitian sebagai bagian R2P) sebagai masyarakat
dilakukan) riwayat tanah dari RPJP Desa bagian dari PJP menyusun Re-

* Pameran atau * Pengumpulan data (Rencana (Program Jangka | Kompak, pameran
konsultasi publik draft fisik Pembangunan Pendek untuk mendapatkan
RT-R2P (CSP) - pengecekan Jangka Pendek Pembangunan masukan dari

= Finalisasi RT-R2P batas tanah Desa) bila belum Masyarakat) bila masyarakat (bila dim
sebagai bagian dari - pengukuran ada belum ada rencana
PJP Pembangunan batas-batas * Pameran atau Pameran atau pembangunan
Masyarakat (Short- bidang tanah konsultasi publik konsultasi publik draft | desa/PJP belum
term Community draft rencana rencana tindak rehab- | dimasukkan)
Development tindak RT-R2P) rekon permukiman
Plan)/RPJP Desa (RT-R2P)

Lokakarya/konsultasi » Pemetaan bidang | Lokakarya Kabupaten | Lokakarya Kota RT- FP mendampingi

Penetapan RT-R2P tanah pada RT-R2P sebagai R2P sebagai bagian Panitia Rehab-Rekon
gambar ukur dan | bagian dari RPJP dari PJP Permukiman
peta bidang Desa pembangunan (TPK/Kerap)
= Persiapan materi masyarakat menyajikan usulan
dan identifikasi Re-Kompak ke
media pemkot/pemkab untuk
mendapatkan
persetujuan
Perencanaan partisipatif | = Pengumuman dan | Fas PPK dan FD Fas P2KP dan = FP membimbing
tata ruang dan masa sanggah mengorganisasi relawan perencanaan
prasarana lingkungan hasil pemetaan warga untuk mengorganisasi partisipatif tata
(selama 30 hari) mengikuti kegiatan warga untuk ruang dan
perencanaan mengikuti kegiatan prasarana
partisipatif perencanaan lingkungan
partisipatif = Menuangkan
keputusan
masyarakat dalam
bentuk gambar
teknik
Pengorganisasian = Mengangani Fas PPK dan FD Fas P2KP dan FP mendampingi

Kelompok Pemukim pengaduan mendampingi TPK relawan mendampingi | Panitia Rehab-Rekon
(KP) tentang keberatan | untuk mengorganisasi | Kerap untuk Permukiman
atas peta masyarakat mengorganisasi (TPK/Kerap)
kepemilikan membentuk KP masyarakat membangun KP
- membentuk KP
Perencanaan partisipatif | = Kesepakatan hasil | Fas PPK dan FD Fas P2KP dan = FP membimbing
rehab-rekon rumah pengumuman mengorganisasi KP relawan perencanaan
(penandatanganan | untuk mengikuti mengorganisasi KP partisipatif rehab-
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KEGIATAN UTAMA

DLM REHAB-REKON RALAS PPK P2KP RE-KOMPAK
PERMUKIMAN
kesepakatan dan kegiatan untuk mengikuti rekon rumah
atau perencanaan kegiatan * Menuangkan
ketidakkesepakata | partisipatif perencanaan keputusan
n) partisipatif masyarakat dalam
bentuk gambar
teknik
Penyusunan rencana Sidang panitia » FasPPKdan FD » Fas P2KP FP menuangkan
detail dan anggaran ajudikasi mengorganisasi mengorganisasi keputusan-keputusan
biaya rehab-rekon relawan, kelompok relawan, kelompok | masyarakat menjadi
permukiman yang terdiri peduli dan KP peduli dan KP dokumen proyek
dari rehap-rekon menyusun rencana menyusun rencana | rehab-rekon
lingkungan dan rehap- detail rehab-rekon detail rehab-rekon | permukiman yg terdiri
rekon perumahan permukiman permukiman dari 2 (DTPL dan
Dokumen rencana detail = Pembukaan = Pembukaan DTPP) unt disepakati
rehab-rekon rekening bersama rekening bersama | oleh Panitia Rehab-
permukiman untuk KP KP Rekons Permukiman
disepakati TPK/Kerap Catatan : TPK sudah | Catatan: Kerap (TPK/Kerap) dan
dan diajukan ke DMC memiliki rekening sudah memiliki diajukan ke DMC
(Konsultan Manajemen sendiri rekening sendiri untuk diverifikasi dan
Wilayah) utk verifikasi diserahkan ke Komite
Permukiman
Kota/Kab dan PIU
Membantu Panitia
Rehab-Rekon
Permukiman
(TPK/Kerap) dan KP
membuka rekening di
Bank pelaksana (bila
TPK/Kerap bim
memiliki rekening
sendiri)
Pengajuan bantuan Bila tidak ada = FasPPKdan FD = Fas P2KP dan FP bekerja sama
dana lingkungan (BDL) | persoalan diterbitkan mempersiapkan relawan dengan Fas
Pengajuan bantuan sertifikat tanah sarana tranparansi mempersiapkan PPK/P2KP
dana rumah (BDR) dan akuntabilitas sarana tranparansi | mendampingi Panitia
= Fas PPKdan FD dan akuntabilitas Rehab Rekon
membantu TPK = Fas P2KP Permukiman
mengorganisasi membantu Kerap | (TPK/Kerap)
pembangunan mengorganisasi mengajukan
pembangunan permintaan BDL dan
BDR ke PJOK dan
Bank pelaksana
Pencairan dan Penyerahan sertifikat | Fas PPK dan FD Fas P2KP dan FP mendampingi
pelaksanaan penataan mengawasi Relawan mengawasi | Panitia Rehab-
ruang dan pemanfaatan dana pemanfaatan dana Rekons Permukiman
pembangunan dan mendorong dan mendorong (TPK/Kerap)
prasarana dan sarana proses transparansi proses transparansi memimpin
Pencairan dan dan akuntabilitas dan akuntabilitas pembangunan
pelaksanaan rehab- (penataan ruang,
rekon rumah prasarana)

KP melaksanakan
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KEGIATAN UTAMA

DLM REHAB-REKON RALAS PPK P2KP RE-KOMPAK

PERMUKIMAN

rehab-rekon rumah
mereka.
Mendorong Panitia
Rehab-Rekon
Permukiman
(TPK/Kerap)
melakukan
transparansi &
akuntabilitas

4.3. Pengorganisasian Masyarakat

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi
permukiman ini dengan baik dan benar maka masyarakat penerima bantuan harus
mengorganisasi diri dengan membentuk panitia rehab-rekon permukiman. Di lokasi PPK
panitia rehab-rekon diperankan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sementara di P2KP
oleh Kerap (Komite Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman). TPK maupun Kerap
diharapkan membentuk satuan swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut KP
(Kelompok Pemukim).

Pelaksanaan pembangunan lingkungan di lokasi PPK diorganisasikan oleh TPK,
sedangkan di lokasi P2KP diorganisasikan oleh Kerap.

Pelaksanaan pembangunan perumahan baik di lokasi PPK maupun P2KP
diorganisasikan oleh KP di bawah bimbingan TPK/Kerap.

4.4. Jenis Kegiatan dan Pelaku di Tingkat Kelurahan/Desa

a. Jenis kegiatan

Titik berat kegiatan Re-Kompak adalah sebagai berikut:

* Mengorganisasi warga korban bencana dan mengkonsolidasikan menjadi satu
komunitas yang kokoh (solid) di lokasi permukiman. Mengingat pembangunan
komunitas dan permukiman merupakan wilayah kerja (domain) utama para ibu
atau perempuan maka perlu dilakukan pertemuan-pertemuan khusus kelompok
perempuan agar aspirasi perempuan terakomodasi dengan baik.

= Melakukan survei swadaya, berupa pendataan keluarga korban bencana, batas-
batas penguasaan tanah, profil korban bencana, kondisi kerusakan, data potensi
dan lain-lain.

= Meningkatkan kemampuan komunitas untuk merencanakan dan
menyelenggarakan penataan ruang dan atau konsolidasi tanah secara
partisipatif.

= Meningkatkan kemampuan komunitas untuk merencanakan dan melaksanakan
rehab-rekon permukiman.




= Meningkatkan kemampuan komunitas untuk menggali, mengembangkan dan
memobilisasi sumber daya komunitas.

* Mempertemukan masyarakat yang sudah terorganisasir dengan sumber daya
yang tersedia di luar komunitas.

Dalam seluruh proses kegiatan di desa/kelurahan tersebut di atas peran Fasilitator
Perumahan adalah melakukan pendampingan, bimbingan, mediasi, advokasi dan
kerja sebagai profesional dalam rangka mewujudkan semua keputusan kelompok
menjadi dokumen teknik dan realita.

Pelaku Utama

Pelaku utama dalam Re-Kompak adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang
menjadi korban bencana gempa dan atau tsunami baik yang masih di penampungan,
yang menumpang di kerabat atau masih bertahan di lokasi awal. Setiap
penyelenggaraan kegiatan Re-Kompak harus melibatkan unsur-unsur warga di
bawah ini:
= Relawan masyarakat
* Pemerintah lokal (kelurahan/desa)
»  Kelompok perempuan
= Kelompok pemuda
= Kelompok penyandang cacat
Anggota TPK/Kerap
* Lembaga tradisional desa; seperti Geuchik, Tuha Peut, Panglima Laut dan lain-
lain, serta
* Organisasi-organisasi warga lainnya yang berada di tingkat kelurahan/desa

Fasilitator perumahan harus mampu meyakinkan bahwa semua unsur warga
masyarakat dapat menghadiri pertemuan awal dalam rangka pengorganisasian
masyarakat.

4.5. Tahapan Umum Pelaksanaan Re-Kompak di Tingkat Kelurahan/Desa

Re-Kompak terbagi menjadi 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

a

b.
c.
d.

Tahap Persiapan

Tahap Perencanaan Umum
Tahap Pembangunan Lingkungan
Tahap Pembangunan Perumahan

Tahap Persiapan dan Perencanaan Umum disesuaikan dengan perkembangan dan hasil
kegiatan yang telah dilakukan P2KP dan PPK. Apabila yang dihasilkan melalui PPK dan
P2KP sudah baik dan benar sesuai pedoman Re-Kompak maka tahapan tersebut tidak
perlu diulang.



Bagan dibawah ini memperlihatkan alur tahapan pelaksanaan Re-Kompak yang akan

diakukan di tingkat kelurahan/desa:

Bagan 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Proyek

Tahap
iapan
a. ak
b. Tahap an
= anaan
(1 m
a. Pendataan dan
pemetaan (2-3 minggu)

b. Penyusunan/Review
Rencana Tindak
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Permukiman Berbasis
Komunitas (RT-R2P)
(4-5 minggu)

a. Perencanaan lingkungan
(detail tata ruang dan
prasarana dasar serta
rencana biaya)

(4-5 minggu)

b. Pencairan dana dan
pelaksanaan
pembangunan
lingkungan (7-24
minggu)

—

ap
KEBERLANJUTAN —b

(BT R TR RV TV TR

Penyiapan Kelompok
Pemukim (KP) (6
minggu)
Perencanaan rumah
(rencana detail dan
anggaran biaya)

(6-7 minggu)
Pencairan dana dan
pelaksanaan
pembangunan rumah
(8-16/36 minggu)



4.6 Langkah-langkah Pelaksanaan Proyek Re-Kompak di Kelurahan/Desa

Tahapan Waktu Kegiatan Pelaku Hasil
Persiapan 1 pekan
Tahap Persiapan Pekan 1 . Rapat koordinasi di tingkat Penyelenggara : Fasilitator PPK/P2KP Persamaan persepsi mengenai Proyek
perencanaan kelurahan/desa untuk sosialisasi dan Fasilitator Perumahan Re-Kompak
pembangunan pelaksanaan proyek Re-Kompak serta | Peserta : TPK/Kerap Keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan
permukiman® pendaftaran relawan permukiman Pendukung : Lurah/Kades/ Geuchik Kesediaan untuk menata kembali
. Review rencana pembangunan bangunan dan lingkungan berbasis
kelurahan/desa (mis: PJP) oleh FP komunitas
. Pertemuan khusus dengan kelompok Penyelenggara : Fasilitator PPK/P2KP Warga perempuan :
perempuan dan Fasilitator Perumahan = Paham proyek Re-Kompak
Peserta : warga perempuan * Menyadari peran utamanya dalam
Pendukung : TPK/Kerap rehab-rekon permukiman
. Pelatihan relawan permukiman untuk Penyelenggara : Fasilitator Perumahan Relawan, angg TPK/Kerap, tokoh
survei swadaya (SS) dan pembentukan | Peserta: Relawan, anggota TPK/Kerap, masyarakat dan perangkat desa paham
Tim Survei Swadaya (Tim SS) tokoh masyarakat, perangkat tata cara melakukan survei swadaya yang
kelurahan/desa terkait dengan rehab-rekon permukiman
Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP Tim Survei Swadaya (SS) terbentuk
Perencanaan Umum | 4 pekan
Pendataan dan Pekan 2-3 . Survei swadaya (SS) terkait dengan Penyelenggara : Tim SS Data dan profil KK calon penerima
Pemetaan’ rehab- rekon permukiman Peserta : Warga masyarakat bantuan
» Data KK korban Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP Data tingkat kerusakan rumah per KK
= Data kerusakan Peta tapak dan status tanah
rumah Peta dan profil kondisi prasarana dasar
= Data tanah Data potensi permukiman (bahan
» Data prasarana bangunan, tenaga kerja, sumber air, dil)
dasar
. Rembug warga (kelurahan/desa) Penyelenggara : TPK/Kerap Daftar dan kategori KK calon penerima
menyepakati penetapan calon Peserta : Tim SS bantuan
penerima bantuan perumahan dan Pendukung : Lurah/Kades/ Geuchik, Daftar prioritas urutan KK calon penerima
tingkat kerusakan rumah Fasilitator Perumahan, P2KP, PPK bantuan
Rencana Tindak Pekan 4-5 Penyusunan draft rencana Rehab- Penyelenggara : TPK/Kerap Draft rencana tindak rehab-rekon
Rehabilitasi dan Rekon Permukiman Berbasis Peserta : Tim SS, warga peduli. permukiman (RT-R2P) selesai
Rekonstruksi Komunitas (RT-R2P) sesuai hasil SS | Pendukung : Lurah/Kades/ Geuchik, (CSP/Community Settlements Plan)

Permukiman Berbasis

Catatan: RT-R2P ini merupakan

Fasilitator Perumahan, P2KP, PPK




Tahapan Waktu Kegiatan Pelaku Hasil
Komunitas (RT-R2P salah satu kegiatan dalam Rencana
atau Community- Tindak Masyarakat (Community
Based Settlement Action Plan/PJP - Pembangunan
Plan/CSP) sebagai Masyarakat atau RPJP Desa -
bagian dari PJP") Rencana Pembangunan Jangka
Pendek Desa)
Pertemuan khusus dengan kelompok | Penyelenggara : TPK/Kerap Pengkayaan draft rencana RT-R2P
perempuan untuk menggali aspirasi Peserta : warga perempuan selesai (CSP/Community Settlements
perempuan dalam Rehab-Rekon Pendukung : Lurah/Kades/ Geuchik, Plan)
Permukiman Fasilitator Perumahan, P2KP, PPK
Pameran atau konsultasi publik draft Penyelenggara : TPK/Kerap dan Draft rencana RT-R2P dievaluasi oleh
RT-R2P ke seluruh warga sebagai Lurah/Kades/Geuchik masyarakat kelurahan/desa
bagian dari PJP Pembangunan Peserta : Warga masyarakat
Masyarakat Pedukung : Fas Perumahan, P2KP, PPK
Finalisasi RT-R2P sebagai bagian dari | Penyelenggara : TPK/Kerap dan Draft final rencana RT-R2P.
PJP Pembangunan Masyarakat Geuchik/lurah/kades
Peserta : Tim SS
Pendukung : Fasilitator Perumahan,
P2KP, PPK
Lokakarya tingkat kota/kabupaten Penyelenggara : Bappeda Draft final PJP Pembangunan Masyarakat
penetapan PJP Pembangunan Peserta : TPK/Kerap, Dinas terkait termasuk RT-R2P dinilai dan dibahas oleh
Masyarakat termasuk RT-R2P Pendukung : DMC berbagai sektor dan disepakati di tingkat
kota/kabupaten
Pembangunan 19 pekan
Lingkungan
Tahap perencanaan Pekan 5-6 . Perencanaan partisipatif tata ruang Penyelenggara : Fasilitator Perumahan = Rencana tapak lingkungan

lingkungan (detail tata
ruang dan prasarana
dasar serta rencana
biaya)

dan prasarana lingkungan
kelurahan/desa

Peserta : TPK/Kerap, warga peduli
Pendukung : Fas PPK/P2KP

Perencanaan partisipatif tata ruang
dan prasarana lingkungan
kelurahan/desa bersama perempuan

Penyelenggara : Fasilitator Perumahan
Peserta : warga perempuan
Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP

Perencanaan partisipatif tata ruang
dan prasarana lingkungan
kelurahan/desa bersama para
penyandang cacat.

Penyelenggara : Fasilitator Perumahan
Peserta : warga penyandang cacat
Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP

= Rencana pembangunan prasarana




Tahapan Waktu Kegiatan Pelaku Hasil
4. Penyusunan rencana detail dan Penyelenggara : Fasilitator Perumahan Dokumen Teknik Pembangunan
anggaran biaya rehab-rekon Peserta : TPK/Kerap, warga peduli Lingkungan (sub proyek) selesai termasuk
lingkungan Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP anggaran biayanya (DTPL)
5. Verifikasi Dokumen Teknik Penyelenggara : DMC Dokumen Teknik Pembangunan
Pembangunan Lingkungan (DTPL) Peserta : TPK/Kerap, kelompok Lingkungan (DTPL) telah diverifikasi dan
dan diajukan ke Komite Permukiman perempuan, warga peduli termasuk dikirim ke PIU
Kota/Kab oleh DMC penyandang cacat.
Pendukung : Fasilitator Perumahan,
P2KP/ PPK
Tahap Pencairan Dana | Pekan 7-24 | 5. Pengajuan pencairan thp 1 (40%) Penyelenggara : TPK/Kerap & PJOK Dokumen pengajuan untuk mendapat

dan Pelaksanaan
Pembangunan
Lingkungan

bantuan dana lingkungan (BDL) oleh
PR2P (TPK/Kerap)

Peserta : Bank Pelaksana
Pendukung : Komite Permukiman
Kota/Kab dan DMC

bantuan dana lingkungan (BDL) tahap 1
diterima Bank Pelaksana

6. Penyaluran BDL tahap 1 (40%) ke
rekening PR2P (TPK/Kerap)

Penyelenggara : Bank Pelaksana
Peserta : TPK/Kerap dan warga
kelurahan/desa

Pendukung : Fasilitator Perumahan,
PPK/P2KP

40% Bantuan Dana Lingkungan (BDL)
tahap 1 diterima di rekening TPK/Kerap
dilanjutkan pengumuman penerimaan
dana oleh TPK/Kerap melalui upacara
khusus dan penempelan di beberapa
papan informasi

7. Pelaksanaan lapangan penataan
ruang dan pembangunan prasarana
lingkungan

Penyelenggara : TPK/Kerap
Peserta : Warga

Pendukung : Fasilitator Perumahan,
PPK/P2KP

Ruang kelurahan tertata; tapak bangunan
dan prasarana mulai dibangun

8. Evaluasi pelaksanaan fisik penataan
ruang dan pembangunan prasarana
lingkungan

Penyelenggara : DMC & Komite
Permukiman Kota/Kab

Peserta : TPK/Kerap

Pendukung : Fasilitator Perumahan,
PPKIP2KP

Tingkat kinerja Kerap ditetapkan

9. Pengajuan pencairan tahap 2 (60%)
bantuan dana lingkungan (BDL) oleh
PR2P (TPK/Kerap)

Penyelenggara : TPK/Kerap & PJOK
Peserta : Bank Pelaksana
Pendukung : Komite Permukiman
Kota/Kab dan DMC

Dokumen pengajuan utk mendapat
bantuan dana lingkungan (BDL) tahap 2
diterima Bank Pelaksana

10. Penyaluran BDL tahap 2 (60%) ke
rekening PR2P (TPK/Kerap)

Penyelenggara : Bank Pelaksana
Peserta : TPK/Kerap

Pendukung : Fasilitator Perumahan,
PPKIP2KP

60% Bantuan Dana Lingkungan (BDL)
tahap 2 diterima di rekening PR2P
(TPK/Kerap) melalui upacara khusus

11. Pelaksanaan lapangan penataan

Penyelenggara : TPK/Kerap Peserta :

Ruang kelurahan tertata; tapak bangunan
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Tahapan Waktu Kegiatan Pelaku Hasil
ruang dan pembangunan prasarana warga dan prasarana selesai dibangun
lingkungan Pendukung: Fasilitator Perumahan,
PPKIP2KP
12. Evaluasi akhir pelaksanaan fisik Penyelenggara : DMC & Komite Laporan akhir pembangunan lingkungan
penataan ruang dan pembangunan Permukiman Kota/Kab disepakati oleh Komite Permukiman
prasarana lingkungan Peserta : TPK/Kerap Kota/Kab dan DMC
Pendukung : Fasilitator Perumahan,
PPKI/P2KP
Pembangunan 15-30
Perumahan pekan
Penyiapan Kelompok | Pekan 6 1. Pertemuan khusus dengan kelompok | Penyelenggara : Fasilitator Perumahan Warga perempuan paham mengapa perlu
Permukiman (KP) perempuan untuk persiapan Peserta : warga perempuan dibentuk KP dan apa manfaatnya
pembentukan KP Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP
2. Pembentukan kelompok permukiman | Penyelenggara : TPK/Kerap Peserta : KP-KP terbentuk dan siap merencanakan
(KP) Warga calon pemanfaat rehab dan rekon rumah.
Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP
Tahap perencanaan Pekan 6-7 | 3. Perencanaan partisipatif renab-rekon | Penyelenggara : Fasilitator Perumahan = Desain rumah baru disepakati

rumah (rencana detail
dan anggaran biaya)

rumah
Catatan
Utk rumah baru dpt dilakukan dengan
memilih prototipe rumah yang telah
disiapkan

Peserta : TPK/Kerap, KP
Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP

4. Perencanaan partisipatif rehab-rekon
rumah bersama perempuan

Penyelenggara : Fasilitator Perumahan
Peserta : warga perempuan
Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP

= Rencana perbaikan rumah disepakati

5. Penyusunan rencana detail dan
anggaran biaya rehab-rekon
perumahan

Catatan :

Bila digunakan cara memilih prototype

rumah dalam langkah ini sudah harus

disiapkan terlebih dahulu oleh Fasilitator

Perumahan

Penyelenggara : Fasilitator Perumahan
Peserta : TPK/Kerap, warga peduli dan
KP

Pendukung : Fasilitator PPK/P2KP

Dokumen Teknik Pembangunan
Perumahan (sub proyek) selesai termasuk
anggaran biayanya

(DTPP)

6. Verifikasi Dokumen Teknik
Pembangunan Perumahan (DTPP)
dan diajukan ke Komite Permukiman
Kota/Kab oleh DMC

Penyelenggara : DMC

Peserta : TPK/Kerap, KP
Pendukung : Fasilitator Perumahan,
P2KP, PPK

Dokumen Teknik Pembangunan
Perumahan (DTPP) telah diverifikasi dan
dikirim ke PIU
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Tahapan Waktu Kegiatan Pelaku Hasil
Tahap Pencairan Dana | Pekan 8- 7. Pengajuan pencairan tahap 1 (40%) Penyelenggara : TPK/Kerap & PJOK Dokumen pengajuan untuk mendapat
dan Pelaksanaan 16/36 bantuan dana rumah (BDR) oleh Peserta : Bank Pelaksana bantuan dana rumah (BDR) tahap 1

Pembangun Rumah

PR2P (TPK/Kerap) untuk KP
(kelompok perumahan)

Pendukung: Komite Permukiman
Kota/Kab dan DMC

diterima Bank Pelaksana

8. Penyaluran BDR tahap 1 (40%) ke
rekening KP

Penyelenggara : Bank Pelaksana
Peserta : KP dan warga peduli
Pendukung : TPK/Kerap, Fasilitator
Perumahan, PPK/P2KP

40% Bantuan Dana Rumah tahap 1
diterima di rekening bersama KP
dilanjutkan dgn pengumuman oleh KP
melalui penempelan di beberapa papan
informasi

9. Pelaksanaan rehab-rekon rumah

Penyelenggara : KP

Peserta : Anggota KP

Pendukung : TPK/Kerap, Fasilitator
Perumahan, PPK/P2KP

Rumah-rumah mulai dibangun

10. Evaluasi pelaksanaan fisik rehab-
rekon rumah

Catatan:

Evaluasi dilakukan terhadap kemajuan

pekerjaan per KP, sehingga kemungkinan

kecepatan pembangunan per KP akan

berbeda.

Penyelenggara : Fasilitator Perumahan &
PR2P (TPK/Kerap)

Peserta : Para KP

Pendukung : DMC & Fas PPK/P2KP

Tingkat kinerja tiap KP ditetapkan

11. Pengajuan pencairan tahap 2 (40%)
bantuan dana rumah (BDR) oleh
PR2P (TPK/Kerap) untuk KP
(kelompok perumahan)

Catatan :

Pengajuan tahap 2 tiap kelompok dapat

saja berbeda kecepatannya

Penyelenggara : PR2P (TPK/Kerap) &
PJOK

Peserta : Bank Pelaksana

Fasilitator : Komite Permukiman Kota/Kab
dan DMC

Dokumen pengajuan untuk mendapat
bantuan dana rumah (BDR) tahap 2
diterima Bank pelaksana (pembayar)

12. Penyaluran BDR tahap 2 (40%) ke
rekening KP

Catatan :

Penyaluran dilakukan kepada yang

mengajukan saja dan telah memenuhi

persyaratan

Penyelenggara : Bank Pelaksana
Peserta : para KP

Pendukung : PR2P (TPK/Kerap),
Fasilitator Perumahan, PPK/P2KP

40% Bantuan Dana Rumah (BDR) tahap 2
diterima di rekening KP dilanjutkan
dengan pengumuman oleh KP melalui
penempelan di beberapa papan informasi

13. Pelaksanaan rehab-rekon rumah

Penyelenggara : KP

Peserta : Anggota KP
Pendukung : PR2P (TPK/Kerap),
Fasilitator Perumahan/PPK/P2KP

Makin banyak rumah terbangun (rehap-
rekon)
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Tahapan

Waktu

Kegiatan

Pelaku

Hasil

14. Evaluasi pelaksanaan fisik rehab-
rekon rumah

Penyelenggara : Fas Perumahan & PR2P
(TPK/Kerap)

Peserta : Para KP

Pendukung : DMC & Fasilitator PPK/P2KP

Tingkat kinerja tiap KP ditetapkan

15. Pengajuan pencairan tahap 3 (20%)
bantuan dana rumah (BDR) oleh
PR2P (TPK/Kerap) untuk KP
(kelompok perumahan)

Penyelenggara : PR2P (TPK/Kerap) &
PJOK

Peserta : Bank Pelaksana

Pendukung : Komite Permukiman
Kota/Kab dan Korkot/KMKab

Dokumen pengajuan untuk mendapat
bantuan dana rumah (BDR) tahap 3
diterima Bank pelaksana

16. Penyaluran BDR tahap 3 (20%) ke
rekening KP

Penyelenggara : Bank Pelaksana
Peserta : KP

Pendukung : PR2P (TPK/Kerap),
Fasilitator Perumahan/PPK/P2KP

20% Bantuan Dana Rumah (BDR) tahap 3
diterima di rekening KP dilanjutkan
dengan pengumuman oleh KP melalui
penempelan di beberapa papan informasi

17. Pelaksanaan rehab-rekon rumah

Penyelenggara : KP

Peserta : Anggota KP

Pendukung : TPK/Kerap, Fasilitator
Perumahan, PPK/P2KP

Pembangunan rumah selesai (rehap-
rekon)

18. Evaluasi akhir pelaksanaan fisik
pembangunan perumahan

Penyelenggara : DMC & Komite
Permukiman Kota/Kab

Peserta : TPK/Kerap dan para KP
Pendukung : Fasilitator Perumahan,
PPKIP2KP

Laporan akhir pembangunan perumahan
disepakati oleh PIU dan Komite
Permukiman Kota/Kab

") Catatan: Apabila dalam proses yang dilakukan oleh PPK/P2KP sudah mencakup kegiatan tersebut di atas, maka pada tahap ini cukup dilakukan peninjauan ulang. Namun
demikian, apabila masyarakat menghendaki agar kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kembali dengan alasan tertentu maka Re-Kompak akan memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan-kegiatan tersebut.
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BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN

5.1. Tingkat Kelurahan/Desa

Pada tingkat kelurahan/desa Re-Kompak akan memanfaatkan TPK dan Kerap dengan
fungsi utama memimpin pelaksanaan rehab-rekon permukiman, memadukan dan
mengkoordinasi berbagai masukan pembangunan untuk wilayahnya serta membentuk
pokja-pokja pelaksana dan relawan-relawan permukiman dari warga setempat. Para
relawan ini akan diorganisasikan menjadi Tim Relawan Permukiman oleh TPK/Kerap dan
dilatih oleh Fasilitator Perumahan sehingga mampu membantu TPK/Kerap dalam
menjalankan tugas dan fungsinya memimpin rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman
ini. Disamping itu, Fasilitator Perumahan juga akan mendampingi TPK/Kerap dalam
berbagai tugasnya yang terkait dengan pembangunan permukiman.

Keluarga penerima bantuan perumahan dalam menyelenggarakan rehab-rekon rumah
harus membentuk satuan kerja swadaya yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 keluarga
dan disebut KP.

Tim Fasilitator Perumahan akan mendampingi sejumlah kelurahan/desa. Jumlah anggota
per Tim Fasilitator Perumahan akan disesuaikan dengan kondisi dan lokasi
kelurahan/desa yang dilayani. Tim Fasilitator dikelola oleh District Management
Consultant (DMC).

5.2. Tingkat Kecamatan

PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) adalah perangkat kecamatan yang
diangkat oleh walikota/bupati dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi
pelaksanaan Re-Kompak di wilayah kerjanya.

Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut:

= Memantau pelaksanaan Re-Kompak di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan
yang sudah ditentukan

* Melaksanakan administrasi proyek berupa penanda-tanganan SPPB, memproses
SPB ke bank pembayar dan lain-lain

* Membuat Ilaporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk Ilaporan
pertanggungjawaban akhir masa jabatannya

= Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara
tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan
evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-
PJOK

= Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Re-Kompak dengan DMC dan Tim
Fasilitator Perumahan untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan
dan pengaduan mengenai pelaksanaan Re-Kompak di wilayah kerjanya



= Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada
TPK/Kerap maupun KP sesuai dengan usulan yang disetujui

5.3. Tingkat Kota/Kabupaten

Di tingkat kota/kabupaten dibentuk PIU (Project Implementation Unit yang diangkat dan
diberhentikan oleh Dinas PU Propinsi NAD berdasarkan usulan dari walikota/bupati.
Dalam menjalankan tugasnya, PIU akan berkoordinasi dengan PMU (Project
Management Unit) di tingkat propinsi dan dibantu oleh DMC yang terdiri dari ahli
perencanaan dan perancangan (arsitek), ahli sipil, ahli keuangan, ahli pelatihan dan
sosialisasi serta ahli MIS yang wilayah kerjanya mencakup beberapa kota/kabupaten.
Seorang Sub Team Leader DMC (STL-DMC) akan ditugaskan di tiap kota/kabupaten.

Pemerintah kota/kabupaten juga membentuk Komite Permukiman Kota/Kabupaten
(KPKK) yang beranggotakan 9 sampai dengan 15 orang (harus ganijil) dan terdiri dari
unsur dinas, masyarakat (perwakilan dari TPK/Kerap), cendekiawan, LSM dan dunia
usaha. Komite ini merupakan panitia ad-hoc yang berfungsi membantu PIU dalam
merumuskan dan mengevaluasi berbagai kebijakan operasional pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi permukiman kota/kabupaten dengan cara memberikan masukan dalam
bentuk pertimbangan, usulan, penilaian dan lain-lain. KPKK juga menjadi wadah
koordinasi berbagai unsur pembangunan yang ada, dari unsur pemerintah, masyarakat,
intelektual dan pengusaha (para kelompok peduli).

5.4. Tingkat Propinsi

Koordinasi di tingkat propinsi dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -
Nias.

Pelaksanaan kegiatan operasional Re-Kompak di NAD dan Nias dikelola oleh PMU yang
berkedudukan di Banda Aceh yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum. Dalam
melaksanakan tugasnya, PMU akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pemberdayaan
Komunitas Permukiman (Satker PKP) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat
oleh Menteri Pekerjaan Umum.

PMU akan dibantu oleh Provincial Management Consultant (PMC) yang bertugas

melakukan pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian DMC di berbagai wilayah.
5.5. Tingkat Nasional

Sesuai dengan Grant Agreement MDTFANS, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Departemen Pekerjaan Umum bertindak sebagai penyelenggara proyek (project

executing agency).

Disamping itu Pemerintah Indonesia juga membentuk Tim Pengarah antar departemen

yang terdiri dari Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,
Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Negara, BRR dan Kantor Menpera.
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Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat pusat sampai
dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 2. Struktur Organisasi Pelaksanaan Proyek

Panitia Pengarah
Bappenas, Dep. PU, Dep. Keu,
Depdagri, BPN, BRR, Kantor

Menpera dan instansi terkait [ — —

—— Grs komando
— — Grs koordinasi
— T " Grs fasilitasi

DepPU
Nasional
Deputi Bid PIKPL BRR | [Gubernur
NAD & Nias S [, DINAS PU
PROPINSI
A\ 4
PMU PMU
PMU RE-KOMPAK| SATKER o
oMU PMC Propinsi
BUPATI
— — — |— -| KOMITE PERMUKIMAN
KOTA/KABUPATEN
v A 4 I
PIU PIU Jv
PIU DMC - =1
PIU Kota/Kabupaten
A 2
CAMAT PJOK
FASPPK [~ — 1 FAS — 1 FASP2KP
I PERUMAH I
AN
| I | Kecamatan
- - - - - /- - -'¥ - - I - T R
I LURAH/KADES | I
TPK KERAP - — -
|
MASYARAKAT
Catatan: Kelurahan/desa



5.6. Pengadaan Barang dan Jasa

a.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan oleh Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa Re-Kompak yang dilakukan oleh pemerintah
dilaksanakan sesuai dengan Grant Agreement MDTFANS sebagai berikut:

Seleksi konsultan mengikuti “Pedoman Seleksi dan Rekrutmen Konsultan oleh
Negara Peminjam Dana Bank Dunia (Guidelines: Selection and Employment of
Consultant by World Bank Borrower), Mei 2004.

Pengadaan barang dan pekerjaan mengikuti “Pedoman Pengadaan yang dibiayai
dari Pinjaman IBRD dan Kredit IDA (Guidelines: Procurement under IBRD Loans
and IDA Credits), Mei 2004.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan oleh Masyarakat

Pengadaan Tenaga Terampil

Bila TPK/Kerap atau KP memerlukan tenaga terampil untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu, maka TPK/Kerap atau KP diperkenankan menunjuk langsung
tenaga terampil yang ada di wilayah setempat yang kualifikasinya telah disetujui
oleh Fasilitator Perumahan dengan biaya yang telah disepakati oleh
kelompoknya.

Pengadaan Barang dan Bahan

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan, TPK/Kerap menunjuk
Tim Pengadaan Barang yang terdiri dari 3 orang yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan pengadaan barang dan bahan. Pengadaan barang dan bahan
diutamakan produk yang tersedia setempat dengan memilih harga terendah dari
sekurang-kurangnya 3 penawaran secara tertulis dengan mutu yang sesuai
dengan kebutuhan.

Untuk pelaksanaan rehab-rekon rumah yang dilakukan secara gotong-royong
maka KP dapat menunjuk Tim Pengadaan Barang sebagaimana di atas.

Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam hal masyarakat tidak mampu mengerjakan sendiri pembangunan
konstruksi, masyarakat dapat memborongkan jasa pelaksanaan pekerjaan
kepada kontraktor/mandor. Dokumen kontrak harus memuat spesifikasi teknis,
tanggal mulai dan penyelesaian pekerjaan, dan biaya.

Untuk jasa pekerjaan kurang dari Rp 50 juta dilakukan oleh Tim Pengadaan Jasa
Pekerjaan dengan cara memilih penawaran terendah dari sekurang-kurangnya 3
penawaran tertulis. Untuk jasa pekerjaan yang bernilai di atas Rp 50 juta,
pemilihan kontraktor dari para penawar dilakukan secara terbuka dalam suatu
rembug warga.



BAB VI
MANAJEMEN PENDANAAN

6.1. Rekening Khusus

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dep Keuangan membuka Rekening Khusus!
dalam mata uang dollar Amerika di BRI cabang Kebayoran Baru, Jakarta. Pencairan
dana dari Rekening Khusus! mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-
53/PB/2005, tertanggal 21 November 2005. Penarikan dana dari Bank Dunia dilakukan
berdasarkan FMR (Financial Monitoring Report) dalam periode 3 bulanan, yang memuat

pertanggungjawaban penggunaan dana 3 bulan berjalan dan estimasi kebutuhan dana 6
bulan ke depan.

6.2. Rekening Induk

PMU membuka !'Rekening Induk! dalam mata uang Rupiah di BRI cabang Banda Aceh
yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan dana bantuan BDR dan BDL.
Penerima BDR dan BDL mencairkan dana bantuan melalui BRI setempat yang bertindak
sebagai bank pembayar dan dibebankan ke !Rekening Induk! tersebut. PMU
mempertanggungjawabkan penggunaan !'Rekening Induk! dan mengisinya kembali dari
IRekening Khusus! berdasarkan perkiraan kebutuhan 3 bulanan.

6.3. Tahapan Pencairan Dana
Tahap pencairan BDL:
* Tahap 1 sebesar 40% dari total alokasi dana BDL
» Tahap 2 sebesar 60% dari total alokasi dana BDL
Tahap pencairan BDR Rekon
» Tahap 1 sebesar 40% dari total alokasi dana BDR
= Tahap 2 sebesar 40% dari total alokasi dana BDR
= Tahap 3 sebesar 20% dari total alokasi dana BDR
Tahap pencairan BDR Rehab
= Tahap 1 sebesar 40% dari total alokasi dana BDR
* Tahap 2 sebesar 60% dari total alokasi dana BDR
6.4. Penyaluran Hibah BDL dan BDR

Alur penyaluran hibah BDL dan BDR dapat dilihat pada Bagan 3 berikut ini.
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Uraian Proses Bagan Alir Penyaluran Hibah BDL dan BDR

Persiapan Penerima Hibah

BDR-

BDL-

la.
1b.

1c.

Fasrum bersama-sama dengan Fasilitator P2KP dan PPK membantu Panitia Rehab-
Rekon Permukiman (TPK/Kerap) mengorganisasi calon penerima hibah dalam
bentuk Kelompok Pemukim (KP) yang kemudian membuat proposal berupa
Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan (DTPP).

Fasrum bersama-sama dengan Fasilitator P2KP/PPK membantu TPK/Kerap
membuat proposal berupa Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL).

DTPP dan DTPL diajukan melalui TPK/Kerap kepada DMC untuk dinilai kelayakannya.
DMC meneruskan DTPP/DTPL yang dinilai layak kepada PJOK sebagai dasar
pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

PJOK menandatangani SPPB BDR dengan KP dan SPPB BDL dengan TPK/Kerap

Pendaftaran Penerima Hibah

2a.
2b.

2cC.

2d.

PJOK melalui DMC mengirim Daftar Usulan Penerima Hibah kepada PIU

PIU memeriksa dan kemudian meneruskan Daftar Usulan Penerima Hibah kepada
PMU

PMU menetapkan dan mengirimkan !Daftar Induk Penerima Hibah! (DIPH) kepada BRI
Cabang Banda Aceh (Bank Koordinator)

BRI Cabang Banda Aceh mendistribusikan DIPH kepada KC BRI terdekat yang akan
bertindak sebagai Bank Pembayar

Persiapan Pembayaran hibah

3a.

3b.

3c.

3d.

Masing-masing PIU mengirimkan nama dan contoh tanda tangan PJOK dan S-TL DMC
yang berwenang menandatangani SPB kepada KC BRI Pembayar di wilayah masing-
masing

Dalam rangka pengisian !Rekening Induk! yang akan digunakan untuk pembayaran
dana hibah, maka berdasarkan permintaan PMU, Satker PKP menerbitkan SPM-Ls
kepada KPPN Banda Aceh untuk kebutuhan selama 3 (tiga) bulan

KPPN menerbitkan SP2D kepada BRI Cabang Banda Aceh untuk memindahbukukan
dana dari Rekening Khusus pada BRI Cabang kebayoran baru ke Rekening Induk
pada BRI Cabang Banda Aceh

KP atau TPK/Kerap membuka rekening tabungan atas nama KP atau TPK/Kerap
dengan tiga specimen tanda tangan penarik dana

Proses Pembayaran Hibah

4a.

4b.
4c.

4d.

4e.

Sesuai dengan termin pembayaran pada SPPB, KP dan TPK/Kerap mengisi dan
menandatangani !Surat Perintah Bayar! (SPB) untuk diserahkan kepada PJOK.

PJOK memeriksa, menandatangani dan meneruskan SPB kepada STL-DMC
STL-DMC melakukan verifikasi dan menilai kelayakan SPB. SPB yang layak untuk
dibayar ditandatangani dan diteruskan kepada KC BRI Pembayar .

KC/KCP BRI Pembayar memverifikasi keabsahan SPB, dan selanjutnya melakukan
pemindahbukuan/transfer ke rekening KP atau TPK/Kerap sejumlah dana
sebagaimana tercantum pada SPB

KP dan TPK/Kerap dapat menarik dana dari rekening masing-masing sesuai
kebutuhan
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6.5. Transparansi dan Akuntabilitas
a. Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan Re-Kompak di tingkat kelurahan/desa akan terjadi
apabila para pelaku Re-Kompak di tingkat kelurahan/desa membuka akses kepada
semua pihak untuk memperoleh seluruh informasi yang berkaitan dengan Re-Kompak.

Semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/keputusan, penerima bantuan,
kegiatan dan keuangan wajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh TPK/Kerap
kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka. Publikasi
dan penyebarluasan informasi tersebut dapat dilakukan melalui papan informasi
minimum di 5 (lima) lokasi strategis, laporan bulanan ke RT/RW/lurah/kades, media
warga dan berbagai cara lain seperti pengumuman di mesjid saat sholat Jumat dan
pertemuan-pertemuan warga lainnya.

Transparansi ini harus dilihat oleh para pelaku Re-Kompak sebagai kebutuhan bagi
TPK/Kerap untuk membuktikan bahwa mereka memang dapat dipercaya oleh
warganya.

Pada sisi lain, TPK/Kerap harus mendorong tumbuhnya kepedulian warga
masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dengan tidak
saja aktif mengikuti berbagai pertemuan yang diadakan tetapi juga mendapatkan
berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan.

Contoh-contoh kegiatan transparansi adalah sebagai berikut:
* Penempelan pengumuman di papan-papan informasi di tempat-tempat yang
strategis minimum di 5 (lima) lokasi dengan ukuran dan bentuk yang mudah
dilihat dan dibaca oleh semua warga.
= Jenis informasi yang perlu diumumkan antara lain:
=+ Daftar anggota TPK/Kerap
=» Daftar KK penerima bantuan BDR
=» Peta tapak, kesepakatan garis batas dan penguasaan tanah
=» Kapan dan besar bantuan dana yang diterima masing-masing KK
=» Kapan dan besar bantuan dana yang diterima oleh TPK/Kerap dari berbagai
pihak termasuk dana BDL

= Keputusan-keputusan yang telah diambil olen TPK/Kerap dalam rangka
rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dan keputusan lain yang terkait dari
berbagai pihak

=» Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman yang akan dilakukan

=» Perkembangan/kemajuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman

=» Perkembangan keuangan TPK/Kerap serta para KP

= Pertemuan-pertemuan rutin dengan para penerima bantuan yang tergabung
dalam KP dan masyarakat

= Pertemuan-pertemuan rutin dengan perangkat kelurahan, lembaga kelurahan
yang ada dan kelompok peduli setempat.

= Penyebarluasan laporan bulanan kepada lurah/kades, Tim Fasilitator, DMC dan
PIU

* Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin dan lain-lain.
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Tabel berikut ini memperlihatkan mekanisme transparansi yang dapat dilakukan pada
tahapan pelaksanaan Re-Kompak di tingkat kelurahan/desa:

No Tahapan Isi Informasi Mekanisme Media
1 Setelah Daftar anggota Diumumkan diberbagai Selebaran
terbentuk TPK/Kerap pertemuan
TPK/Kerap Ditempel di kantor TPK/Kerap
dan lima tempat strategis
2 Setelah  Survai | Daftar calon = Diumumkan diberbagai Selebaran
Swadaya penerima BDR dan pertemuan Peta tapak dan
tingkat kerusakan » Ditempel di kantor peta kesepakatan
rumah masing- TPK/Kerap dan lima garis batas tapak
masing tempat strategis Peta lokasi
Peta tapak, status | = Diumumkan melalui radio persoalan dan
penguasaan tanah dan televisi potensi
dan kesepakatan Pengumuman
batas yang ditanda radio dan televisi
tangani oleh
semua tetangga
langsung
Peta profil
kerusakan
prasarana dan
sarana
Peta potensi
permukiman
3 Setelah rencana | Peta tapak dan Ditempel di lima lokasi strategis | Peta tapak
tata ruang penggunaan ruang
disepakati lingkungan baru
4 Setelah rencana | Gambar pra- = Gambar di tempel di lima Gambar dan
rumah disepakati | rencana rumah lokasi strategis dengan info | Contoh rumah
Contoh rumah tiga contoh rumah skala kecil tiga dimensi skala
dimensi skala kecil dpt dilihat di lokasi yang kecil
telah disepakati
= Pameran contoh rumah tiga
dimensi skala kecil
5 Tahap Jumlah danayang | = Pengumuman penerima Pengumuman
penerimaan BDL | diterima BDL tiap tahap Selebaran
» Ditempel di lima lokasi
strategis
6 Tahap Jumlah danayang | = Pengumuman penerima Pengumuman
penerimaan BDR | diterima tiap tahap, BDR tiap tahap Selebaran
nama dan » Ditempel di lima lokasi
besarnya dana strategis
yang diterima
masing-masing KK
7 Tahap menjelang | Perkembangan = Musyawarah warga Musyawarah
pengajuan BDL | penerimaan dan mempertanggungjawabkan | Laporan dan
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pembangunan
rumah selesai

pekerjaan oleh KP
ke TPK/Kerap

masing-masing ke
TPK/Kerap

Laporan tertulis ditempel di
lima lokasi strategis
Mengirim laporan ke
Lurah/Kades, DMC, PIU

No Tahapan Isi Informasi Mekanisme Media
utk mendapat penggunaan penggunaan uang neraca keuangan
tahap keuangan Laporan tertulis ditempel di
selanjutnya TPK/Kerap lima lokasi strategis
Mengirim laporan ke
lurah/kades, DMC, PIU
8 Tahap menjelang | Perkembangan Laporan penerimaan dan Laporan dan
pengajuan BDR | penerimaan dan penggunaan dana BDR per | neraca keuangan
utk mendapat penggunaan KP dikirim ke PR2P,
tahap keuangan KP lurah/kades dan FP
selanjutnya Ditempel di lima lokasi
strategis dan kantor
TPK/Kerap
9 Tahap pekerjaan | Laporan akhir Musyawarah warga Laporan akhir
pembangunan pekerjaan oleh mempertanggungjawabkan | tugas TPK/Kerap
lingkungan TPK/Kerap seluruh pekerjaan oleh
selesai TPK/Kerap
Laporan tertulis ditempel di
lima lokasi strategis
Mengirim laporan ke
lurah/kades, DMC, PIU
10 | Tahap pekerjaan | Laporan akhir KP melaporan hasil kerja Laporan akhir

tugas KP

b. Akuntabilitas

Pelaku Re-Kompak wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan
keputusan, pengelolaan kegiatan dan keuangan. Penerapan prinsip akuntabilitas harus
ditaati secara konsisten oleh semua pelaku Re-Kompak tanpa terkecuali, dengan
membuka diri terhadap audit, pertanyaan dan/atau gugatan terhadap pengambil
keputusan yang terkait dengan kepentingan umum. Oleh sebab itu, semua proses
pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatif dan demokratis dengan
melakukan hal-hal berikut ini:

= Konsultasi Publik

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak
(misalnya; penetapan daftar calon penerima hibah, peta dan penguasaan tapak
tanah, prioritas pembangunan dan lain-lain), harus dikonsultasikan kepada
masyarakat melalui penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebut di
tempat-tempat strategis selama 5 (lima) hari sebagai masa sanggah.

Setelah habis masa sanggah, maka TPK/Kerap mengadakan rapat evaluasi
untuk menetapkan keputusan yang mengikat.

= Rapat Anggota TPK/Kerap
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TPK/Kerap wajib menyelenggarakan rapat anggota lengkap sekurang-kurangnya
sekali sebulan. Rapat ini bertujuan membahas perkembangan dan permasalahan
rehab-rekon permukiman termasuk rencana kerja bulan berikutnya. Rapat ini
sebagai persiapan rembug warga.

Rembug Warga

TPK/Kerap wajib mengadakan rembug warga sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan
sekali dengan mengundang seluruh KP, tokoh-tokoh masyarakat formal dan
informal termasuk RT, RW dan warga lain untuk menyampaikan perkembangan
kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan yang akan
datang.

Audit dan Pemeriksaan
Kegiatan TPK/Kerap akan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh
pemerintah dan hasilnya disebarluaskan kepada warga masyarakat dan pihak

lain. PMU/PIU/PMC/DMC juga akan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai
kegiatan dan keuangan TPK/Kerap dan KP.
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Lampiran 1

KERANGKA KERJA PERLAKUAN TERHADAP PENDUDUK
ASLI

(Kelompok Masyarakat Dengan Adat, Budaya Dan Sejarah
Yang Khas serta Dilindungi Negara)

Tujuan

Desain Re-Kompak dibuat sedemikian rupa untuk menjamin partisipasi dan
keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan
tingkat lokal terhadap alokasi sumber daya yang tersedia. Meskipun demikian,
diakui bahwa penduduk asli sebagai kelompok khusus patut dilakukan
pendekatan berbeda dan didukung secara khusus. Oleh karena itu, kerangka
kerja perlakuan khusus bagi penduduk asli akan digunakan dalam
pelaksanaan Re-Kompak.

Tujuan dari pedoman perlakuan khusus bagi penduduk asli, adalah sebagai

berikut:

* Menjamin bahwa penduduk asli memperoleh manfaat dari keberadaan
proyek; dan

* Menghindarkan atau meminimalkan potensi pengaruh atau dampak proyek
Re-Kompak yang merugikan bagi penduduk asli.

Pengertian

Berkenaan dengan tujuan dan kepentingan Re-Kompak, maka kelompok-

kelompok penduduk asli diterjemahkan sebagai mereka atau orang-orang,

yang saat ini dalam berbagai variasi tingkatannya, memenuhi karakteristik

sebagai berikut:

= Komunitas yang berada di sekitar atau berhimpitan dengan lokasi wilayah
adat/leluhur dan sumber daya alam yang dilindungi;

* Mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi oleh pihak lain sebagai anggota-
anggota dari suatu komunitas budaya tertentu;

» Komunitas yang berbahasa asli’/khas dan berbeda dari bahasa setempat
secara umum (misalnya; Bahasa Jawa);

* Menampilkan kehadiran lembaga politik dan social adat; dan

* Pola produksi yang hanya berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar
(subsistence).

Pedoman

Komunitas penduduk asli tidak terdapat secara umum atau merata di lokasi-
lokasi proyek Re-Kompak. Langkah-langkah berikut di bawah ini merupakan
upaya untuk menjamin bahwa proyek — dimana komunitas asli tersebut
berada - akan memenuhi kebutuhan khusus mereka.

1. Selama pelatihan fasilitator, fasilitator akan memperoleh pemahaman
mengenai bagaimana mengidentifikasi penduduk-penduduk asli. Melalui
Survai Swadaya (Community Self Survey), fasilitator mengidentifikasi

Lampiran Hal - 2



keberadaan dan jumlah penduduk asli di masyarakat sasaran dan
melaporkannya kepada DMC.

2. Di lokasi keberadaan penduduk asli yang telah teridentifikasi tersebut,
DMC akan mengorganisasikan pelatihan atau lokakarya orientasi bagi
fasilitator terkait tentang bagaimana bekerja dengan komunitas asli
tersebut dalam cara yang tepat dan bermanfaat untuk mengidentifikasi
mekanisme partisipasi yang efektif, serta ditujukan langsung mengatasi
tantangan khusus dalam bekerja dengan komunitas tersebut, misalnya,
bagaimana berhubungan dengan komunitas asli yang mungkin akan
konflik dengan komunitas masyarakat yang lebih besar.

3. Mengingat fasilitator sangat mungkin dikontrak hingga tingkat lokal,
maka mereka diharapkan lebih memahami kelompok komunitas asli
tersebut. Fasilitator juga dirotasi sesuai kebutuhan untuk menjamin
bahwa mereka yang telah dilatih bekerja dengan komunitas asli - atau
setidaknya memiliki ketrampilan khusus yang akan bermanfaat dalam
bekerja dengan komunitas asli - adalah berada di tempat yang tepat.
Manajeman fasilitator merupakan tanggung jawab DMC.

4. Di lokasi keberadaan penduduk asli yang telah teridentifikasi
sebelumnya, akan dilakukan upaya-upaya yang dapat menjamin bahwa
setidaknya tersedia satu orang relawan masyarakat berasal dari
komunitas asli tersebut, sehingga lebih memudahkan komunikasi
dengan kelompok komunitas asli setempat.

5. Dl lokasi dimana komunitas asli berbicara dengan bahasa yang berbeda
dari bahasa Indonesia, maka dokumen dan brosur yang terkait akan
diterjemahkan dalam bahasa setempat. Alokasi dana telah disediakan
dalam anggaran proyek untuk penterjemahan tambahan bagi dokumen-
dokumen proyek yang relevan.

Langkah-langkah ini dapat dilengkapi dengan langkah-langkah tambahan
untuk memberi peluang dan menjamin komunitas penduduk asli berpartisipasi
penuh dalam Re-Kompak, sadar dan paham hak serta kewajibannya, dan
mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama proses pelaksanaan
pemetaan swadaya dan penyusunan rencana tindak rehabilitasi dan
rekonstruksi permukiman (RT-R2P). Lebih jauh lagi, kelompok penduduk asli
akan diperkuat dan didorong mengajukan usulan kegiatan/sub proyek khusus
yang bertujuan memenuhi kebutuhan mereka.

Monitoring dan Prosedur Pengaduan

Kerangka acuan kerja (TOR) dari DMC dan KMP termasuk tanggungjawab
untuk memonitor perlakuan atau penanganan komunitas penduduk asli dalam
Re-Kompak. Dalam hal teridentifikasi komunitas penduduk asli, maka DMC
disyaratkan untuk melaporkan partisipasi komunitas tersebut dalam proyek.
Kelengkapan mengenai hal tersebut akan dibuat dalam SIM Re-Kompak
untuk memonitor keterlibatan komunitas penduduk asli. Ketentuan yang sama
juga akan diikuti oleh KMP, seperti halnya dengan monitoring selama misi
pengawasan.

Re-Kompak memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengangkat perkara atau pengaduan di semua tingkatan — tingkat
kelurahan, tingkat DMC (termasuk tingkat kota/kabupaten atau tingkat
propinsi), dan pada tingkat nasional. Disediakan staf khusus DMC dan KMP
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yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti pengaduan dan menjamin
bahwa pengaduan tersebut ditangani secara memadai dan tepat. Dalam hal
komunitas penduduk asli, maka Fasilitator/DMC akan menjamin bahwa
mekanisme pengaduan dibangun sesuai dengan budaya mereka dengan
kerjasama intensif dengan kelompok yang bersangkutan.

Studi Evaluasi proyek yang akan dilakukan, termasuk juga memonitor dan
mengevaluasi dampak proyek terhadap komunitas penduduk asli.
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Lampiran 2

KERANGKA KERJA LINGKUNGAN HIDUP

Pengantar

Sebagai proyek yang sangat sarat dengan pembangunan fisik, Re-Kompak
berinvestasi pada sejumlah besar subproyek di wilayah yang terkena bencana
baik diperkotaan maupun diperdesaan. Melalui BDL, Re-Kompak berharap
dapat menyediakan pelayanan prasarana yang sangat mendasar dan menjadi
prioritas masyarakat. Melalui BDR, proyek Re-Kompak berharap untuk dapat
membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah korban bencana alam
(gempa dan tsunami). Diharapkan tidak satupun kegiatan pembangunan
tersebut yang merupakan pemulihan dari pemukiman lama akan memberikan
dampak lingkungan yang sangat menonjol. Dampak lingkungan umumnya
terjadi dari manajemen lapangan yang buruk di lokasi bencana selama proses
konstruksi berlangsung.

Prosedur kelayakan lingkungan yang resmi digunakan di Indonesia secara
umum sejalan dengan prosedur yang diterapkan oleh World Bank dan akan
menjadi kerangka kerja pendekatan Re-Kompak dalam pengelolaan
lingkungan. Karena proyek-proyek Re-Kompak pada dasar adalah skala kecil,
maka diharapkan tidak ada dampak lingkungan yang signifikan. Namun,
proyek ini akan melembagakan mekanisme penyaringan, meninjau serta
menerapkan prosedur “bendera merah” untuk menjamin setiap persoalan
lingkungan yang terjadi dapat ditandai dan diatasi.

Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai

berikut :

1. Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaiji
alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya;

2. Usulan tersebut harus mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta menghindari
kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan
Hidup (lampiran Petunjuk E-3), kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk
mengembangkan kawasan lindung; dan

3. Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus
dilengkapi dengan suatu perencanaan lingkungan untuk mengurangi
dampak negatifnya.

Kriteria Penyaringan Lingkungan

1. Setiap sub-proyek akan diperiksa dengan kriteria penyaringan Pemerintah
Indonesia untuk memastikan tidak ada proyek yang membutuhkan
pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada penyaringan awal, tipe
proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan dampak potensial terhadap alam dan
lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan proposal tersebut
masuk pada 4 kategori berikut:
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* Usulan-usulan ANDAL Dampak
Lingkungan);

* Proposal yang membutuhkan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan)
dan UKL (Upaya Pengendalian Lingkungan) berdasarkan kajian yang
terbatas dan spesifik terhadap tapak subproyek. Menteri PU telah
menetapkan kriteria untuk menentukan subproyek yang membutuhkan
UKL/UPL dan Menneg LH telah menetapkan kriteria untuk ANDAL
(Analisis Dampak Lingkungan);

*» Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi baku
(standard operating procedures), yang didalamnya memuat praktek
kerja yang dinilai baik (good practice) dan bersifat generik. Ditjen Cipta
Karya dan Ditjien Bina Marga telah menyusun prosedur operasi
baku/pedoman tersebut untuk berbagai jenis subproyek;

* Usulan-usulan yang tidak memerlukan studi lingkungan, karena jenis
kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan konstruksi, tidak
menimbulkan gangguan atas tanah atau air, dan tidak melibatkan
pembuangan limbah.

yang membutuhkan (Analisis

Tabel Lampiran Petunjuk E-3 Batasan Ukuran Kegiatan Sub-Proyek
yang Memerlukan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

Sektor/Proyek Unit ANE AL UK<L{U>PL
Penyediaan Air Bersih
Pengambilan Air Baku Liter/ 500 500 — 100

detik
Transmisi (kota besar) km 5 5-2
Distribusi (kota besar) ha 1500 1500 — 250
Jalan Kota
Pembangunan baru :
a. kota besar Km; atau 5 5-1atau5-2
ha
b. kota sedang km 10 10-3
Pelebaran (kota besar) Km; atau ha 5 5—-1atau 5 -2 (jika
pembebasan tanah)

Jembatan di kota besar m - > 20
Jembatan di kota kecil m - > 69
Limbah Cair dan Sanitasi
IPLT (Instalasi Pengolahan Ha 10 10-5
Limbah Terpadu
Sistem Perpipaan Air Limbah Ha 500 500 — 100
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Ha 10 10-5
Limbah)
Persampahan
Controlled and sanitary landfill m°/d 1000 1000 — 200
TPA (Tempat Pembuangan m°/d 700 700 — 150
Akhir) — didaerah pasang surut
Transfer station m°/d 2000 2000 — 500
Drainase
a. kota besar Km; atau ha 5 5-1atau5-2
b. kota sedang km 10 10-3
c. kota kecil (desa) km 25 25-6
Pengembangan kampong
Pengambangan Baru ha 200 200 - 25
Peningkatan ha 5 5-2

(Sumber: KEP-17/MENLH/2001 untuk ANDAL (Jenis) dan KEPMEN PU-481/KPTS/1996

untuk UKL-UPL)
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2. Penyaringan khusus akan diterapkan pada kasus-kasus berikut ini:

a.
b.

C.

Perikanan: Standar dari Dinas Perikanan akan diterapkan pada seluruh
proposal subproyek perikanan

Pestisida, pengikisan ozon, tembakau atau produknya: seluruh proyek
yang memasukkan unsur ini akan ditolak

Asbes: Proyek yang menggunakan atau mengandung asbes tidak akan
didanai. Keringanan khusus penggunaan asbes (seperti pembangunan
gedung sekolah dengan atap asbes) dapat dilakukan.

Sub-proyek yang menghasilkan buangan cair atau gas yang dapat
menyebabkan polusi tidak akan didanai, kecuali : (a) penggunaannya
sangat kecil dan (b) Bapedal melakukan peninjauan dan menjamin
bahwa proyek tersebut tidak melebihi standar polusi air dan udara.
Material berbahaya dan Ilimbah: proyek yang menggunakan,
memproduksi, menyimpan atau mengirimkan bahan berbahaya (racun,
bahan peledak dan korosif) atau tergolong dalam B3 (Bahan Baku
Berbahaya) tidak akan didanai.

Penebangan: Subproyek yang melibatkan operasi penebangan atau
pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai.

Pembangunan di area yang dilindungi. Surat Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP-17/MENLH/2001
berjudul : Jenis aktivitas pekerjaan yang diharuskan melakukan ANDAL
menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas yang terletak di
lokasi yang dilindungi atau dapat menyebabkan perubahan peruntukan
lokasi yang dilindungi harus melakukan ANDAL. Termasuk didalamnya
adalah: hutan yang dilindungi, bantaran sungai, konservasi laut dan
sungai, taman wisata alam, area padat penduduk, daerah sekitar
sumber air/reservoir, area hutan bakau (mangrove), area serapan air,
taman nasional, pinggiran pantai, taman hutan, area budaya yang
dilindungi, daerah seputar mata air, area penelitian ilmiah, daerah
konservasi alam dan area yang dicurigai memiliki bahaya alam. Tidak
boleh ada permukiman baru atau perluasan permukiman di wilayah
yang dilindungi yang termasuk dalam usulan proyek yang akan didanai.
Kecuali jika permukiman sudah ada didaerah tersebut dan kebijakan
pemerintah mengijinkannya, proposal untuk pendanaan melalui Re-
Kompak dapat digunakan oleh masyarakat permukiman tersebut asal
sesuai dengan prosedur Re-Kompak dan sejalan dengan peraturan
setempat yang secara jelas tercantum dalam rencana manajemen
kawasan yang dilindungi. Tidak diperkenankan membuat proposal untuk
membangun atau merehabilitasi jalan yang berada dalam kawasan
yang dilindungi.

3. Spesifikasi desain termasuk manajemen lingkungan dalam hal air bersih,
MCK, jalan perkotaan, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), pasar,
jembatan akan diterapkan dalam proyek Re-Kompak dalam bentuk
Prosedur Standar Pelaksanaan (Standard Operation Procedure). Namun
karena jenis kegiatan-kegiatan tersebut umumnya diusulkan melalui
persetujuan pemerintah setempat, maka SOP yang digunakan oleh
pemerintah setempat juga akan diterapkan.
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I
1.

Proses Penyaringan Lingkungan

Bantuan Dana Rumah (BDR)

Setiap kelompok pemukim (KP) harus menyiapkan proposal pembangunan
rumah dalam format standar yang telah disediakan, dalam wujud Dokumen
Teknik Pembangunan Rumah (DTPR), ditandatangani oleh para anggota
KP. Proposal-proposal tersebut mencakup uraian tentang kegiatan yang
diusulkan, desain rumah, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan dan
kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dim hal kepemilikan tanah atau
dampak lingkungan. Setiap proposal akan dinilai oleh staf proyek/fasilitator
perumahan (Fasrum) dari segi kelayakan, secara teknis dapat
dipertanggung jawabkan dan kesesuaian dengan pedoman, sebelum
disetujui oleh TPK/Kerap. Staf proyek/Fasrum secara khusus akan
menyaring proposal yang memungkinkan memberi dampak lingkungan
negatif berdasarkan pedoman diatas yang dimuat juga dalam pedoman
proyek. Hal ini termasuk penyaringan khusus untuk semua proyek yang
melibatkan perubahan tanah dan air (seperti reklamasi, irigasi). TPK/Kerap
dengan bantuan Fasrum harus memastikan bahwa tindakan pengurangan
dampak lingkungan dilakukan.

. Bantuan Dana Lingkungan (BDL)

TPK/Kerap harus menyiapkan proposal pembangunan lingkungan dalam
format standar yang telah disediakan dalam wujud Dokumen Teknik
Pembangunan Lingkungan (DTPL) Proposal tersebut harus mencakup peta
rencana tapak, kemungkinan mitigasi dan jaringan prasarana dan sarana
yang akan dibangun, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan dan
kesesuaian dengan peraturan yang berlaku setempat. Proposal tersebut
akan dinilai oleh staf proyek/fasilitator perumahan (Fasrum) dari segi
kelayakan, secara teknis dapat dipertanggung jawabkan dan kesesuaian
dengan pedoman, sebelum diverifikasi oleh DMC. Staf proyek/Fasrum
secara khusus akan menyaring kegiatan-kegiatan dalam proposal tersebut
yang memungkinkan memberi dampak lingkungan negatif berdasarkan
pedoman diatas yang dimuat juga dalam pedoman proyek. Hal ini termasuk
penyaringan khusus untuk kegiatan proyek yang melibatkan perubahan
tanah dan air (seperti reklamasi, irigasi). TPK/Kerap dengan bantuan
Fasrum harus memastikan bahwa tindakan pengurangan dampak
lingkungan dilakukan.

Il. Pelaporan

Fasilitator perumahan dan DMC akan mengumpulkan dan meninjau laporan

lingkungan hidup dan memberikan bendera yang sesuai dari laporan bulanan

mereka. Manual proyek akan mencakup matriks dari dampak lingkungan yang

diharapkan dan langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut.

Tiga tahap berikut (penyusunan usulan, perancangan dan pelaksanaan) harus
dilaksanakan dengan keterlibatan dan atau konsultasi masyarakat. Prosedur
untuk tiap tahap diringkas sebagai berikut :

Dalam penyaringan awal, tipe sub-proyek, skala, lokasi dan kepekaan

(sensivitas) dan besaran dampak potensialnya, akan diidentifikasikan untuk

mengklasifikasikan usulan dimaksud dalam salah satu dari 4 kategori berikut :
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Dalam tahap perancangan:

1. Kesesuaian dengan RUTR dan studi lingkungan, jika diperlukan, harus
dibuktikan dengan persetujuan Bappeda dan Bapedal, sebelum diajukan ke
PJOK;

2. Pengelolaan lingkungan harus menjadi satu kesatuan dengan rancangan
dokumen proyek;

3. Pedoman pemeriksaan lapangan yang baku, pedoman pengoperasian,
pengelolaan dan pemantauan bagi perangkat Pemerintah terkait, harus
jelas;

4. Pengaturan kelembagaan berkaitan dengan pelaksanaan dan sumber
pendanaan harus diindikasikan dalam usulan.
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Lampiran 3

KERANGKA KEBIJAKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN
DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Karakteristik Proyek

1. Sebagai proyek yang sangat sarat dengan pembangunan fisik, Re-
Kompak berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek di wilayah yang
terkena bencana gempa bumi dan tsunami baik diperkotaan maupun
diperdesaan. Melalui BDL (bantuan dana lingkungan), Re-Kompak
berharap dapat menyediakan pelayanan prasarana dan sarana yang
sangat mendasar dan menjadi prioritas masyarakat. Melalui BDR
(bantuan dana rumah), proyek Re-Kompak berharap untuk dapat
membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah korban bencana
alam (gempa dan tsunami). Dari sifat pembangunan yang lebih
menekankan pemulihan dan perbaikan dari permukimanan lama
diperkirakan kecil kemungkinan ada kegiatan pembangunan (sub-proyek)
yang akan memiliki dampak penting dalam hal pembebasan lahan

dan/atau pemukiman kembali.

2. Re-Kompak juga merupakan sebuah proyek yang berbasis pada
kebutuhan dan prakarsa masyarakat, karena itu jumlah orang-orang yang
terkena dampak dari kegiatan masyarakat (sub-proyek) tidak dapat
diidentifikasi sebelumnya. Identifikasi terhadap jumlah orang yang terkena
dampak kegiatan masyarakat hanya dapat dijelaskan manakala proposal-
proposalnya sudah dibahas di rapat/rembug masyarakat yang dipimpin

TPK/Kerap.

3. Sejak perencanaan dilakukan secara partisipatif dan pengambilan
keputusan dilakukan oleh masyarakat di dalam proyek ini, pendekatan
tersebut mestinya menjamin bahwa orang-orang yang terlibat dalam
kegiatan masyarakat betul-betul terlibat didalam proses-proses

pengambilan keputusan.

4. Diharapkan setiap kegiatan masyarakat (sub-proyek) yang mengandung
pembebasan lahan atau pemukiman kembali, kerangka kebijakan ini
memberikan prosedur-prosedur dan pedoman untuk penyepakatan dalam
hal kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak kegiatan (sub-
proyek) dengan maksud untuk memastikan bahwa mereka tidak
diperlakukan secara tidak adil dengan memberikan kompensasi rendah,
atau keuntungan yang tidak wajar dengan memberikan kompensasi lahan
yang tinggi per meter perseginya dibandingkan pemilik lain yang sama

dekatnya (berdekatan) dan menjual lahannya ke pasar bebas.
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Definisi-definisi

5.

Definisi-definisi yang digunakan dalan kerangka kebijakan ini adalah :
a. Orang yang terkena dampak proyek, dalam hal ini adalah orang-orang

yang dalam perhitungan dari pelaksanaan kegiatan masyarakat (sub-
proyek), terkena atau akan mengenai : (i) merugikan tingkat
kesejahteraan mereka (ii) merugikan hak, kepemilikan atas bangunan
rumah, tanah, (termasuk pertanian dan padang rumput) atau aset-aset
fisik lain yang langsung dibebaskan atau dipindahkan secara
permanen atau sementara (iii) merugikan akses mereka kepada aset
produksi yang langsung terkena dampak secara permanen atau
sementara (iv) merugikan usaha ekonomi, pekerjaan, atau tempat
bekerja bagi para penghuni yang terkena dampak.

. Orang yang secara fisik dipindahkan, dalam hal ini adalah orang-orang

yang dipaksa untuk pindah dari lokasi mereka sebelumnya karena : (i)
semuanya atau sebagian besar (50% atau lebih) dari lahannya atau
bangunannya terkena dampak oleh sub-proyek, atau (ii) kurang dari
50 % dari lahan atau bangunan mereka terkena dampak sub-proyek
jika bagian yang tersisa secara ekonomi tidak layak atau tidak dapat
dihuni.

. Pembebasan lahan, yang dimaksud adalah kegiatan yang

memerlukan perolehan lahan, bangunan atau aset-aset lain dari
orang-orang yang terkena dampak proyek untuk kepentingan dari
kegiatan masyarakat (sub-proyek).

. Kompensasi, yang dimaksud adalah kompensasi yang diberikan

sebagai pengganti untuk lahan atau bangunan, secara keseluruhan
atau sebagian, dan semua aset-aset tetap yang berada pada lahan
dan bangunan-bangunannya.

. Pemukiman kembali, yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu upaya

atau kegiatan untuk merelokasi orang yang terkena dampak proyek ke
suatu permukiman baru yang baik, seperti dimaksud dalam sub-bab
4.4. sehingga kemudian mereka dapat mengembangkan kehidupan
yang lebih baik.

Bantuan perbaikan, yang dimaksud adalah pemberian secara tunai
atau berupa aset-aset atau dalam bentuk bantuan lain kepada orang
yang terkena dampak proyek dengan atau tanpa hak hukum atas aset-
aset yang diambil oleh proyek sampai paling sedikitnya sama atau
meningkatkan tingkat kehidupan mereka hingga pada tingkat utama
menurut proyek.

Prinsip-Prinsip Dasar

6.

Prinsip-prinsip berikut menjadi dasar kerangka pembebasan lahan dan
permukiman kembali :
a. Usulan (proposal) kegiatan masyarakat (sub-proyek) harus

meminimalkan pembebasan lahan dan aset-asetnya dan pemukiman
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kembali tanpa kerelaan (paksa). Kelompok-kelompok yang
mengusulkan harus telah memperhitungkan alternatif-alternatif
rancangan yang memungkinkan minimalisasi penggusuran.

b. Kelompok-kelompok yang mengusulkan akan melakukan proses-
proses secara transparan dan partisipatif untuk meyakinkan bahwa
semua orang yang terkena dampak proyek menyetujui pada setiap
usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek) yang mengandung
pembebasan lahan atau pemukiman kembali.

c. Kelompok-kelompok yang mengusulkan kegiatan (sub-proyek) akan
menyetujui dan mematuhinya termasuk biaya-biaya pembebasan
lahan dan/atau setiap pemukiman kembali secara terpaksa didalam
usulan kegiatan mereka (proposal) sebagai bagian dari biaya sub-
proyeknya. Biaya kompensasi akan dipenuhi melalui dana swadaya
masyarakat sendiri atau dana pemerintah (dana BLM yang berasal
dari bank tidak boleh digunakan untuk membayar kompensasi).

d. Sejalan dengan kebiasaan tradisional (tradisi), anggota masyarakat
boleh memilih secara sukarela menyumbang lahan atau aset-aset
dan/atau relokasi secara sementara atau permanen dari lahan mereka
tanpa kompensasi. Meskipun demikian, diperhatikan setiap
penyumbang yang terkena dampak proyek bolenh mendapat
kompensasi.

e. Dampak-dampak dari pembebasan Ilahan dan/atau pemukiman
kembali tidak boleh mengakibatkan kondisi tingkat kesejahteraan dari
orang-orang yang terkena dampak menjadi buruk.

Kerangka Kerja

7.

Dalam hal sebuah usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek) memerlukan
pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali, maka usulan sub-
proyek tersebut harus sudah mengidentifikasi kebutuhan lahan yang perlu
dibebaskan, jumlah dan nama-nama orang yang terkena dampak proyek,
dan perkiraan anggaran (biaya) yang diperlukan untuk kompensasinya.

Usulan/proposal yang akan mengakibatkan dampak pada 200 orang atau
lebih, biasanya akan memerlukan waktu lama (jangka panjang), dan
diperkirakan melampaui cakupan jangka waktu proyek. Dalam hal
kejadian yang sangat tidak diharapkan bahwa lebih dari 200 orang yang
akan terkena dampak dan memerlukan kompensasi, maka DMC akan
memeriksa untuk meyakinkan bahwa semua usulan tersebut dilengkapi
dengan Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman
Kembali/Land Acquisition and Resttlement Action Plan (LARAP). LARAP
tersebut akan mencakup i) survey identifikasi karakteristik sosial dan
ekonomi dari orang yang terkena dampak ii) rencana menyeluruh untuk
pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan iii) paket-paket
kompensasi yang sesuai dengan pedoman-pedoman kompensasi seperti
tertera dalam bagian V dan telah disetujui oleh orang yang terkena
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dampak dan kelompok-kelompok yang mengusulkan sub-proyek
(dibawah komponen PAKET, yaitu TPK/Kerap dan sebuah dinas /
instansi pemerintah kota/kabupaten). Usulan sub-proyek (proposal) perlu
menjelaskan pula sumber dana untuk kompensasi yang diperlukan (dana
PAKET/BLM tidak boleh digunakan untuk membiayai kompensasi).
KMP/DMC perlu mendapatkan persetujuan bank (Bank Dunia) terhadap
LARAP dan Pembiayaannya, dan melakukan perubahan-perubahan
apabila bank menganggap perlu. Penjelasan lebih rinci mengenai LARAP
terlampir dibagian lain lampiran ini.

Untuk setiap usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek) yang memerlukan

pemukiman kembali kurang dari 200 orang, TPK/Kerap bersama staff

DMC akan membantu pembuatan usulan untuk meyakinkan bahwa

langkah-langkah berikut diikuti :

a. Orang yang terkena dampak setuju pada usulan kegiatan masyarakat
(sub-proyek), dan telah menyepakati hasil negosiasi terhadap
kompensasinya dan bersedia secara sukarela atau berkontribusi
dengan kelompok yang mengusulkan kegiatan.

b. Persetujuan dibuat melalui sebuah proses yang transparan dan
partisipatif

c. Orang yang terkena dampak dibuat peduli dan mengerti bahwa
mereka memilik hak untuk mendapat kompensasi dan/atau bantuan
lain sesuai pedoman kompensasi yang terdapat pada bagian V.

d. Dalam hal terdapat sumbangan sukarela atas lahan atau aset-aset
yang ada, hal ini secara jelas disetujui oleh semua orang yang terkena
dampak proyek; nama-nama penyumbangnya, dan rincian sumbangan
yang diberikan termasuk dalam persetujuan; dan semua ini diperiksa
oleh DMC.

e. Sebuah format persetujuan sederhana untuk hal tersebut, juga
disertakan dalam usulan kegiatan. Surat persetujuan ini harus secara
jelas menggambarkan setiap persil lahan dari masing-masing pemilik
yang dibutuhkan untuk dibebaskan atau pemukiman kembali, jumlah
dan nama-nama orang yang terkena dampak, skema kompensasi dan
atau pemukiman kembali, serta perkiraan biaya untuk kompensasi
pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali.

f. Surat persetujuan atau kesepakatan, harus menjelaskan bahwa setiap
kompensasi akan berasal dari masyarakat atau kontribusi pemerintah.
Dalam hal ini dimungkinkan menggunakan dana BLM/PAKET untuk
membuat pekerjaan-pekerjaan kecil dan membuka kesempatan kerja
bagi anggota kelompok yang akan dipindahkan (dimukimkan kembali).
Hal ini perlu mendapat persetujuan dari kelompok yang mengusulkan
sub-proyek dan menempatkannya pula dalam surat persetujuan (lihat
pedoman bantuan di bagian V).

g. Rincian dari persetujuan akan diperiksa oleh DMC/fasilitator yang
bertugas dimasyarakat yang terkena dampak sebagai pertimbangan
pendanaan bagi TPK/Kerap atau komite PAKET. Apabila terjadi tidak
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adanya kesepakatan yang bisa dicapai dalam bentuk jumlah
kompensasi, maka wusulan kegiatan (sub-proyek) tidak perlu
dipertimbangkan untuk didanai.

h. Tidak boleh ada peguasaan lahan atau aset-aset dari orang yang
terkena dampak sebelum mereka menerima kompensasi seperti yang
disepakati dan dijelaskan pada usulan kegiatan (proposal sub-proyek).

i. Sebuah system monitoring dan evaluasi terhadap kompensasi akan
dilakukan untuk meyakinkan bahwa orang yang terkena dampak telah
menerima kompensasi mereka seperti yang telah disepakati.
Monitoring akan dilakukan oleh DMC melalui survey penuh atau
sample bergantung pada jumlah keluarga yang terkena dampak.
Sebuah laporan hasilnya dan rekomendasi-rekomendasinya akan
diumumkan dan dipublikasikan oleh DMC kepada masyarakat dan
KMP.

Pedoman untuk Kompensasi, Pemukiman Kembali dan Bantuan lainnya

10. Berdasarkan pada persetujuan yang dicapai dalam negosiasi, orang yang

11,

terkena dampak dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai,
pemukiman kembali atau pilihan-pilihan lain. Pilihan lainnya termasuk
penyiapan lahan, pertukaran lahan, rumah murah, rumah susun,
perumahan yang dibangun pengembang dengan fasilitas kredit, atau
skema lainnya. Diantara pilihan-pilihan tersebut, orang yang terkena
dampak akan disediakan kesempatan untuk mendapatkan sebidang
lahan dimana mereka tidak perlu membayar lebih dari pengeluaran rutin
mereka.

Kompensasi

Orang yang terkena dampak memiliki hak untuk menerima biaya
penggantian sebenarnya. Biaya penggantian sebenarnya, yang dimaksud
adalah :

* Untuk lahan di wilayah perkotaan, nilai pasar dari lahan di lokasi
sebelum dipindahkan dengan ukuran dan penggunaan yang sama,
dengan yang sejenis atau dengan pelayanan sarana-prasarana umum
yang lebih baik, serta berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang
terkena proyek, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, dan bea
ganti nama.

* Untuk lahan pertanian, sebelum kegiatan atau sebelum pemindahan,
meskipun lebih tinggi, nilai pasar dari lahan yang sama produktifnya
atau potensi penggunaannya, berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan
yang lama, termasuk biaya-biaya untuk penyiapan lahan sehingga
menyerupai lahan sebelumnya, ditambah biaya-biaya untuk
pendaftaran, dan bea ganti nama.
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12,

13.

14.

15.

* Untuk rumah-rumah dan bangunan lainnya, nilai pasar dari material
untuk membangun sebuah bangunan pengganti, atau untuk
memperbaiki sebagian bangunan yang terkena, ditambah biaya
pengangkutan material bangunan ke lokasi pembangunan, ditambah
biaya burunh dan jasa kontraktor, ditambah biaya-biaya untuk
pendaftaran, dan bea ganti nama. Dalam hal perhitungan biaya
penggantian dari sebuah aset yang terkena dampak, perlu dijelaskan
bahwa depresiasi dari aset dan nilai dari sejumlah material tidak
dimasukkan ke dalam perhitungan, dan juga tidak diperhitungkan
keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatan sub-proyek yang
dikerjakan. Kompensasi dari tanaman, pohon-pohon, dan aset lainnya
akan didasarkan pada nilai penggantian dengan menggunakan harga
yang ada per pohon yang disiapkan oleh lembaga / dinas terkait,
diambil dari perhitungan harga pasar setempat (lokal).

Penambahan dari kompensasi akan bergantung pada status kepemilikan
dari orang yang terkena dampak proyek seperti ditetapkan pada bagian
VI.

Orang yang terkena dampak yang ; (i) sisa lahan dan bangunannya tidak
bisa digunakan untuk hunian atau tempat bekerja; atau (ii) sisa lahannya
kurang dari 60 m?; (iii) sisa lahan pertaniannya kurang dari 50% dari
ukuran tertentu yang secara ekonomi bisa diperoleh; atau (iv) sisa
bangunan kurang dari 21 m?; memiliki pilihan dimasukkan sebagai orang-
orang yang secara fisik dipindahkan dan mendapat kompensasi untuk
aset yang terkena dampak. Orang yang terkena dampak yang sisa
lahannya kurang dari 60 m? dan bangunannya kurang dari 21 m?, akan
memperoleh pilihan untuk pindah ke sebuah lokasi baru pada persil
seluas 60 m? dan bangunan seluas 21 m?.

Tapak Pemukiman Kembali

Tapak atau lahan pemukiman kembali disediakan untuk orang-orang
yang terkena dampak akan termasuk juga sarana dan prasarana umum
sehingga baik untuk tinggal dan memungkinkan pengembangan sebuah
kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik, termasuk (a) jalan dan
jalan setapak yang diperlukan; (b) sistim drainase; (c) penyediaan air
bersih (jika distribusi air melalui pipa tidak memungkinkan, maka harus
ada sumur dangkal yang memenuhi standar kesehatan); (d) listrik; (e)
fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat kerja, fasilitas keagamaan, dan
fasilitas olahraga, sesuai dengan ukuran jumlah komunitas yang baru;
dan (f) fasilitas transportasi umum untuk mencapai kehidupan yang baik.

Orang yang terkena dampak akan pindah ke lokasi baru setelah sarana
dan prasarana di lokasi pemukiman kembali selesai dan layak untuk
dihuni seperti yang dinyatakan oleh DMC dan TPK/Kerap. Orang yang
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16.

17.

18.

19.

20.

terkena dampak akan diinformasikan tentang penyelesaian dari lahan
pemukiman kembali sekurangnya satu bulan sebelum pemindahan, dan
mereka akan diundang untuk meninjau lokasi baru tersebut. Tapak
pemukiman kembali akan diutamakan pengadaannya dalam kegiatan
awal dari pekerjaan melalui komponen proyek yang relevan.

Lokasi yang disediakan (dicadangkan) untuk pemukiman kembali secara
luas akan dipublikasikan sehingga masyarakat secara luas akan
mendapat informasi.

Bantuan Lainnya

Orang yang terkena dampak yang pekerjaan, pendapatan, atau
kehidupannya terganggu oleh proyek atau secara fisik dipindahkan akan
menerima bantuan untuk memulihkan ini. Bentuk-bentuk bantuannya
akan ditentukan oleh TPK/Kerap dan pemerintah daerah (dalam hal
program PAKET) dan disepakati oleh DMC.

Pelatihan dan bantuan yang dapat disediakan termasuk; pengembangan
motivasi, pelatihan keterampilan dan penguasaan tertentu, bimbigan
untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil, kedit usaha kecil,
pengembangan pemasaran, bantuan selama periode transisi, dan
penguatan dari KSM dan jasa-jasa lainnya.

Dalam pelaksanaan bantuan melalui pendampingan, perlu diperhatikan
untuk membangun harmonisasi komunitas baru dengan masyarakat
setempat di wilayah pemukiman kembali melalui upaya-upaya
pendampingan dan upaya integrasi sosial.

Pendampingan dapat dikaitkan dengan program-program dan
sumberdaya yang ada.

Pengelompokan dari Orang-oranqgq vanqg terkena dampak

21,

Orang yang terkena dampak dapat dikelompokkan ke dalam golongan
orang-orang yang ; i) Memiliki sertifikat lahan (akte hak milik), girik, atau
hak adat; ii) Menguasai lahan di daerah permukiman, komersial, atau
daerah industri di dalam areal proyek, tetapi tidak memiliki sertifikat atau
bukti hak (legal); iii) Menguasai lahan diareal prasarana atau sarana
umum seperti sungai, jalan, taman, atau fasilitas umum lain di dalam
areal proyek, dan; iv) Para penyewa. Kompensasi akan berbeda sesuai
dengan pengelompokan ini.
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. Orang-orang memiliki sertifikat tanah, girik atau hak adat.

Orang yang terkena dampak yang memiliki sertifikat tanah, girik
atau hak adat akan menerima kompensasi untuk tanah, bangunan,
dan aset-aset tetap.

Orang yang terkena dampak yang dipindahkan oleh proyek dapat
memilih untuk menerima kompensasi tunai atau pilihan lain seperti
dijelaskan di paragraf 18.

Persil-persil di lahan pemukiman kembali akan memiliki status hak
tanah dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi dari yang dimiliki
sebelumnya, dan sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu satu
tahun setelah pemindahan dari orang-orang yang terkena dampak.

Orang yang terkena dampak akan menerima biaya transportasi
untuk memindahkan barang-barang miliknya.

Orang yang terkena dampak juga akan mendapat bantuan
pendampingan dan pelatihan seperti tercantum dalam paragraf 18.

. Orang-orang yang menguasai lahan di permukiman, daerah komersial
atau industri di dalam areal proyek, tetapi tidak memiliki bukti sertifikat
tanah atau bukti legal lainnya.

Orang yang terkena dampak yang menguasai lahan di
permukiman, daerah komersial atau industri di dalam areal proyek
tetapi tidak memiliki bukti sertifikat tanah atau bukti legal lainnya,
akan menerima kompensasi dari lahan, bangunan, dan aset-aset
tetap menurut lamanya mereka menempati dan nilai penggantian
dari aset mereka.

Orang yang terkena dampak proyek dapat memilih untuk menerima
kompensasi tunai atau pilihan lainnya seperti dijelaskan di paragraf
18.

Persil-persil pada lahan pemukiman kembali akan memiliki hak
pakai atau hak tanah lainnya yang lebih tinggi, dan dan sertifikat
akan dikeluarkan dalam waktu satu tahun setelah pemindahan dari
orang-orang yang terkena dampak.

Orang yang terkena dampak akan menerima biaya transportasi
untuk memindahkan barang-barang miliknya.

Orang yang terkena dampak juga akan mendapat bantuan
pendampingan dan pelatihan seperti tercantum dalam paragraf 18.

. Orang-orang yang menguasai lahan di areal prasarana atau sarana
umum.

Orang-orang yang menguasai lahan di areal prasarana atau sarana
umum akan menerima kompensasi dari lahan, bangunan, dan aset-
aset tetap dan akan menerima bantuan rehabilitasi yang cukup
untuk mencapai sasaran dari kerangka kebijakan ini, yaitu untuk
meningkatkan atau sedikitnya mengembalikan tingkat kehidupan /
kesejahteraan dari sejumlah orang yang terkena dampak.
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* Mereka akan didampingi dan dibantu di dalam pemindahan dan
menerima sewa selama 6(enam) bulan yang diperhitungkan
dengan dasar rata-rata tingkat sewa dari perumahan sejenis di
dalam areal yang sama.

* Mereka akan dibantu dalam memperoleh rumah sewa atau lokasi
rumah dengan ukuran yang sama yang hilang, yang dapat disewa
atau dibeli melalui cicilan yang terjangkau.
¢ Mereka akan menerima biaya transportasi untuk memindahkan

barang-barang miliknya.
¢ Mereka akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan
seperti tercantum dalam paragraf 18.

d. Orang-orang penyewa
* QOrang-orang yang terkena dampak dan sebagai penyewa akan
dibantu dengan biaya sewa selama 6(enam) bulan yang
diperhitungkan dengan dasar rata-rata tingkat sewa dari
perumahan sejenis di dalam areal yang sama.
» QOrang-orang yang terkena dampak dan sebagai penyewa akan
mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan.

Konsultasi dan Penyampaian Keluhan

22,

23.

Kerangka umum ini akan dicantumkan di dalam manual proyek dan
pedoman-pedoman, dan staff DMC maupun fasilitator dilatih untuk
melaksanakannya. Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam
mengembangkan transparansi dan konsultasi perlu membolehkan
pemecahan-pemecahan masalah di tingkat lokal secara lokal pula, cepat,
dan efektif. Jika ada orang yang terkena dampak proyek, atau anggota
masyarakat lainnya memiliki keluhan berkaitan dengan kerangka kerja ini
atau praktek pelaksanaannya, proyek memiliki sebuah sistem yang baku
untuk menangani keluhan pada kelurahan/desa dan kota/kabupaten
seperti juga pada tingkat propinsi maupun nasional, dengan staff yang
berdedikasi dan ditugaskan untuk menangani dan menindak-lanjuti
keluhan tersebut. Keluhan-keluhan yang tidak dapat dipecahkan melalui
sistim keluhan di TPK/Kerap akan dirujuk ke DMC, dan jika perlu ke KMP
atau PMU.

Kemajuan dari pelaksanaan setiap kebutuhan pembebasan lahan dan
pemukiman kembali, dan bantuan akan dilaporkan kepada bank dunia
secara teratur oleh DMC/KMP. Jika diperlukan sebuah pemantau
independen dapat diperbantukan untuk melakukan monitoring dan
evaluasi tentang pelaksanaan dari LARAP. Sejumlah perusahaan atau
lembaga-lembaga harus memiliki kualifikasi dan staff tenaga ahli dengan
pengalaman tertentu dan kerangka acuan kerjanya (TOR) dapat diterima
oleh bank dunia.
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Tambahan Lampiran

Persyaratan untuk Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman
Kembali/Land Acquisition and Resttlement Action Plan (LARAP) untuk Sub-
proyek di dalam Komponen PAKET yang menimbulkan dampak pada lebih
dari 200 orang adalah:

1.

Jika kegiatan masyarakat yang diusulkan (sub-proyek proposal)
mengindikasikan bahwa lebih dari 200 orang akan terkena dampak oleh
sub-proyek, maka kelompok-kelompok yang mengusulkan sub-proyek
(TPK/KERAP dan Dinas dari Pemerintah kota/kabupaten) akan dibantu
dan didampingi oleh DMC, untuk melakukan survey sosial-ekonomi agar :
(i) menjelaskan jumlah orang yang terkena dampak; (ii) mengumpulkan
data tentang kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat, dan kondisi fisik
dari areal proyek; dan (iii) menjelaskan potensi dampak dari sub-proyek.

Data terakhir dari survey ini merupakan patokan untuk mencatat orang-
orang di areal sub-proyek yang akan menerima kompensasi, pemukiman
kembali dan/atau pemindahan maupun bantuan rehabilitasi.

Rincian survey sosial-ekonomi akan mencakup hal-hal berikut :

(i) Ukuran, kondisi, status legal dari tanah dan bangunan-bangunan
(didaftar dalam kelompok yang terkena dampak mulai 0-25%, 25-
50%, 75-100% terkena dampak);

(i) Jumlah dari orang dan keluarga yang terkena dampak

(iif) Karakteristik sosial yang relevan dari orang-orang yang terkena
dampak (umur, jenis kelamin, pendidikan, dsb)

(iv) Karakteristik ekonomi yang relevan dari orang-orang yang terkena
dampak seperti kehidupannya (termasuk seperti halnya; tingkat
produksi dan pendapatan yang dihasilkan secara formal dan
kegiatan usaha ekonomi secara informal); tingkat kehidupan
(termasuk status kesehatan).

(v) Besaran dari kehilangan yang dapat diperkirakan — total atau
sebagian — dari aset-aset, dan pertambahan dari pemindahan,
secara ekonomi atau fisik, dan;

(vi) Informasi pada kelompok-kelompok yang menerima manfaat atau
orang-orang yang secara khusus boleh disediakan untuk
dilaksanakan.

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi tersebut, DMC akan membantu
kelompok-kelompok yang mengusulkan sub-proyek dalam menyiapkan
sebuah rencana yang menyeluruh mengenai perolehan aset-aset untuk
tujuan sub-proyek, dan penyediaan kompensasi, pemukiman kembali,
serta bantuan rehabilitasi untuk orang yang terkena dampak proyek
sesuai dengan prinsip-prinsip dari kerangka kebijakan ini. Hal ini akan
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dijelaskan dalam sebuah rencana tindak pembebasan lahan dan
pemukiman kembali (LARAP).

5. Lingkup dan tingkat kerincian dari LARAP akan bervariasi sesuai dengan
bobot dan kompleksitas dari pemukiman kembali. Rencana akan
didasarkan pada data dan informasi terkini yang ada tentang : (a)
pemukiman kembali yang diusulkan dan dampak-dampaknya pada orang
yang dipindahkan dan kelompok-kelompok lain yang dirugikan; dan (b)
masalah hukum terkait di lokasi pemukiman kembali. Daftar berikut
menjelaskan hal-hal yang biasanya perlu dimasukkan di dalam LARAP
dan harus diikuti sebagai acuan seperti halnya di dalam pedoman umum
dalam penyiapan LARAP. Apabila ada sesuatu yang di dalam daftar tidak
sesuai (relevan) dengan proyek yang dimaksud, harus dicatat pula di
dalam rencana pemukiman kembali:

i)  Deskripsi (penjelasan) tentang dampak sub-proyek dan analisisnya

* Identifikasi dari (i) komponen sub-proyek atau kegiatan-kegiatan
yang menyebabkan pemukiman kembali; (ii) daerah (zona) dari
dampak dari beberapa komponen atau kegiatan-kegiatan; (iii)
alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari
dampak atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (iv)
mekanisme yang dibuat untuk meminimalkan pemukiman
kembali, untuk perluasan yang memungkinkan, selama
pelaksanaannya.

* Tujuan utama dari program pemukiman kembali

* Temuan-temuan dari kajian sosial-ekonomi

*= Temuan-temuan dari analisis kerangka hukum

= Temuan-temuan dari analisis kerangka kelembagaan

» Batasan tentang orang-orang yang dipindahkan dan kriteria untuk
menjelaskan kompensasi apa saja yang dapat mereka terima dan
bantuan-bantuan lainnya untuk pemukiman kembali.

i) Metode dan prosedur-prosedur

* Metode vyang digunakan dalam menilai kerugian untuk
mendapatkan biaya penggantian; sebuah penjelasan tentang
usulan bentuk-bentuk dan tingkat kompensasi menurut aturan
setempat dan sejumlah besaran-besaran yang menyertainya,
sehingga dapat dicapai biaya penggantian yang sesungguhnya
untuk aset-aset yang hilang.

» Sebuah deskripsi tentang strategi untuk konsultasi dan partisipasi
dari orang-orang yang dipindahkan maupun penduduk asli
setempat di dalam rancangan dan pelaksanaan dari kegiatan-
kegiatan pemukiman kembali yang mencakup;

0 Sebuah ringkasan dari pandangan-pandangan yang dapat
lebih menjelaskan dan bagaimana pandangan-pandangan ini
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ii)

dimasukkan ke dalam perhitungan untuk penyiapan rencana
pemukiman kembali.

0 Sebuah tinjauan dari alternatif-alternatif ditampilkan dan pilihan
dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan terhadap alternatif-
alternatif yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan
terhadap bentuk-bentuk dari kompensasi dan bantuan
pemukiman kembali, untuk memindahkan masing-masing
keluarga atau sebagai bagian dari masyarakat yang sudah ada
sebelumnya atau kelompok-kelompok pertalian keluarga,
untuk melestarikan pola yang sudah ada atau organisasi
kelompok, dan untuk menjaga hubungan pada kekayaan
budaya.

o Melembagakan penyiapan bagi orang-orang yang dipindahkan
sehingga mereka dapat mengkomunikasikan perhatian mereka
pada otoritas proyek  melalui perencanaan  dan
pelaksanaannya; dan

0 Membuat ukuran-ukuran untuk meyakinkan bahwa kelompok-
kelompok seperti masyarakat terisolasi, yang tidak memiliki
lahan, dan kaum perempuan cukup terwakili.

Paket Kompensasi

Penjelasan dari paket-paket kompensasi dan besaran pemukiman
kembali lainnya, yang akan dibantu pada setiap kategori dari
orang yang dipindahkan dan termasuk boleh mendapatkannya
sehingga tercapai tujuan-tujuan kerangka kebijakan ini.
Kompensasi akan dihitung berdasarkan seperti uraian pada
bagian V lampiran ini.

Alternatif Relokasi

Kelembagaan dan penyiapan teknis untuk identifikasi dan
penyiapan lahan relokasi, baik perkotaan maupun perdesaan,
dimana sebuah kombinasi dari potensi produksi, keuntungan
lokasi, dan faktor-faktor lain sekurangnya sebanding dengan
keuntungan-keuntungan dari lahan sebelumnya.

Diperkirakan juga waktu untuk membebaskan dan mengalihkan
lahan dan sumberdaya yang lama.

Ukuran-ukuran yang diperlukan untuk mencegah spekulasi lahan
dan masuknya pengaruh dari orang-orang yang tidak
diperbolehkan (tidak berhak) pada lokasi yang dipilih.

Prosedur untuk pemindahan secara fisik di dalam sub-proyek,
termasuk jadwal untuk penyiapan lahan dan pengalihannya.
Penyiapan hukum untuk pengaturan kepemilikan dan pengalihan
hak kepada orang-orang yang dipindahkan.

Rencana untuk pengadaan, atau membiayai perumahan,
prasarana dan fasilitas pelayanan sosial bagi orang-orang yang
dipindahkan (memastikan dengan pelayanan yang sebanding
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kepada penduduk setempat); maupun pengembangan-
pengembangan tapak yang perlu, rekayasa (teknik), dan
rancangan arsitektur untuk fasilitas-fasilitas ini)

» Sebuiah deskripsi dari batas-batas dari lokasi tapak; dan penilaian
terhadap dampak lingkungan dari usulan pemukiman kembali dan
ukuran-ukuran untuk pencegahan dan mengelola dampak-
dampaknya (terkoordinasi secara efektif dengan penilaian
lingkungan dari pendanaan utama yang diperlukan untuk
pemukiman kembali).

* Ukuran-ukuran untuk mencegah dampak pemukiman kembali ini
pada masyarakat setempat yang ada.

v) Pelaksanaan Pemukiman Kembali

+ Kerangka organisasi untuk pelaksanaan pemukiman kembali,
termasuk identifikasi dari lembaga-lembaga yang bertanggung-
jawab untuk menyediakan ukuran-ukuran pemukiman kembali
dan menyediakan pelayanan-pelayanan lainnya.

¢ Sebuah Jadwal pelaksanaan (implementasi) yang mencakup
semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari persiapan hingga
pelaksanaan, termasuk target waktu yang mau dicapai dengan
perkiraan manfaat-manfaat bagi orang yang dipindahkan maupun
masyarakat setempat dan penghentian dari sejumlah bentuk
bantuan.

vi) Biaya-biaya
¢ Rincian biaya untuk paket-paket kompensasi keseluruhan, biaya
pemukiman kembali dan semua biaya-biaya yang terkait.
¢ |dentifikasi sumber-sumber pembiayaan (bantuan Dana
BLM/PAKET (dana bank) tidak boleh digunakan untuk membayar
kompensasi)

vii) Pemantauan (Monitoring) dan Prosedur Keluhan
« Penyiapan untuk monitoring dari kegiatan-kegiatan pemukiman
kembali oleh lembaga pelaksananya, ditambahkan pula oleh
pengamat independen yang juga telah dipertimbangkan oleh
bank.
¢ Penjelasan-penjelasan mengenai  prosedur penyampaian
keluhan.

6. Akan ada konsultasi secara periodik (reguler) dengan orang-orang yang
terkana dampak, dan semua pelaku kunci (stakeholders) termasuk
LSM/Ornop melalui perancangan dan pelaksanaan LARAP.

7. LARAP yang dijelaskan diatas akan dipersiapkan bersama TPK/Kerap-
TPK/Kerap dan dinas-dinas dari pemerintah kota/kabupaten yang
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mengusulkan sub-proyek, dengan bantuan DMC dan selanjutnya
diserahkan kepada bank dunia melalui DMC/KMP untuk persetujuan.
Apabila persetujuan bank diperoleh, maka hal ini akan dikeluarkan
sebagai surat keputusan (SK) walikota/bupati. Apabila SK walikota/bupati
tentang hal ini telah dikeluarkan, maka akan disebarluaskan oleh DMC
dan kantor-kantor pemerintahan yang berwenang kepada orang-orang
yang terkena dampak.

8. Pengeluaran persetujuan untuk penandatanganan kontrak yang
diperlukan sebuah LARAP akan diperhatikan oleh bank setelah
diterimanya laporan kemajuan dari DMC/KMP yang menggambarkan
pelaksanaanya secara substansial dari LARAP, termasuk pembebasan
terhadap semua lahan di lokasi-lokasi kritis.

LARAP, menyertakan juga semua peta-petanya dan lampiran-lampiran, dan
akan dipublikasikan pada KMP dan kantor-kantor DMC, kantor kelurahan/desa
yang terkait, dan kantor-kantor TPK/Kerap yang terkait.
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Lampiran 4

STRATEGI MENCEGAH PENYALAHGUNAAN,
PENYIMPANGAN DAN KORUPSI DALAM PELAKSANAAN
RE-KOMPAK

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis
Komunitas (Re-Kompak) adalah proyek yang menerapkan kombinasi
pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan nilai (community based
and value based development). Hal ini berarti masyarakat adalah pelaku
utama yang juga diberi kepercayaan dan tanggungjawab mengelola dana
proyek. Oleh karena itu, perlu dikembangkan berbagai strategi yang dapat
mendorong masyarakat untuk mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan,
penyimpangan atau korupsi, agar Re-Kompak dapat dikelola secara efektif,
efesien dan bersih.

Strategi-strategi yang dapat dikembangkan, antara lain adalah:
1. Kemudahan

Bantuan dana lingkungan (BDL) untuk pembangunan lingkungan atau
bantuan dana rumah (BDR) untuk pembangunan rumah akan disalurkan
langsung ke masyarakat, melalui TPK/Kerap untuk dana BDL dan
rekening bersama KP (Kelompok Pemukim) untuk dana BDR. Pada saat
penerima manfaat telah memenuhi beberapa kondisi yang dipersyaratkan
dan telah diverifikasi oleh DMC maka PJOK harus langsung
menindaklanjutinya dengan permintaan pencairan dana ke bank
pelaksana yang dalam waktu singkat (beberapa hari) dana tersebut akan
langsung dikirimkan dari rekening masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab masing-masing pada
proses pencairan bantuan dana, maka diharapkan tidak ada upaya-upaya
yang berkaitan dengan uang jasa, uang suap/sogok, uang pelicin, uang
meja dan semacam itu. Bantuan dana Re-Kompak, termasuk biaya
operasional TPK/Kerap, harus disalurkan secara utuh kepada
masyarakat. Baik TPK/Kerap, DMC, PJOK, KPPN dan pihak-pihak
lainnya harus bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan dana bantuan
yang diterima masyarakat.

TPK/Kerap - atas nama masyarakat - akan menyiapkan dan
mengorganisasi penggunaan dana sesuai dengan rencana kegiatan yang
telah disepakati masyarakat dengan pendampingan DMC dan
masyarakat akan mengawasinya. Untuk lebih menjamin bahwa
TPK/Kerap mampu mencapai kinerja efektif, maka format-format
keuangan dibuat secara sederhana sehingga TPK/Kerap dapat
menyiapkan dan melaksanakannya secara mudah, serta yang paling
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penting lagi adalah untuk menjamin masyarakat dapat secara mudah
memahaminya dan mengawasinya.

Prosedur, jumlah dana dan kriteria kegiatan yang dapat didanai,
persyaratan bagi penerima manfaat, dan kondisi-kondisi untuk pencairan
bantuan dana dibuat sederhana serta dipublikasikan secara terbuka
sehingga diyakini semua pihak yang berkepentingan dapat
memahaminya secara mudah. Untuk bantuan dana lingkungan, kondisi
atau persyaratan untuk pencairan dana kepada TPK/Kerap lebih
berkaitan dengan kinerja yang dicapai TPK/Kerap. Pencairan dana BDL
tahap | ditentukan oleh kesiapan DTPL (Dokumen Teknik Pembangunan
Lingkungan) yang memuaskan yang disusun oleh TPK/Kerap dan
pencairan tahap Il ditentukan oleh indikator pemanfaatan, pengelolaan
keuangan dan hasil fisik yang memuaskan.

Transparansi

Semua informasi yang berkaitan dengan keuangan atau bantuan dana
Re-Kompak akan dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat
kelurahan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara terbuka
melalui papan-papan informasi, bulletin dan berbagai media yang
dimungkinkan. Notulensi pertemuan, kebijakan, kondisi dan laporan
keuangan bulanan TPK/Kerap, nama penerima manfaat serta jumlah
dana yang diterima, jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan, dan
lain-lain harus disebarluaskan ke masyarakat serta harus ditempelkan di
papan-papan pengumuman di seluruh pelosok kelurahan, minimum di 5
tempat strategis.

Masyarakat didorong untuk menuntut hak atas segala informasi yang
berkaitan dengan pengelolaan dana dan bantuan Re-Kompak oleh
TPK/Kerap dan KP. Sebaliknya, TPK/Kerap dan KP atau penerima
manfaat didorong pula untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi
masyarakat serta pihak terkait lainnya yang ingin mengetahui informasi
keuangan dan kegiatan Re-Kompak.

Dominasi birokrasi’kekuasaan dan kemungkinan penyimpangan harus
dibatasi dengan menetapkan aturan bahwa semua transaksi keuangan
disyaratkan harus sekurang-kurangnya ditandatangani oleh tiga orang
yang dipilih oleh rapat anggota TPK/Kerap. Untuk setiap pembelian di
atas nilai tertentu (misalnya Rp 50 juta), Re-Kompak menetapkan
persyaratan bagi TPK/Kerap untuk mengadakan lelang terbatas dimana
pengumuman lelang harus disampaikan secara terbuka dan dapat dibaca
oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk pembelian yang lebih rendah,
pembelanjaan dilakukan di toko/pasar/supplier terdekat setidaknya oleh
dua orang.
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3. Sosialisasi

Sosialisasi akan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan warga,
lokakarya, FGD di masyarakat kelurahan, termasuk didalamnya
pemasyarakatan Re-Kompak melalui iklan koran serta program radio dan
televisi. Keberadaan fasilitator perumahan di lokasi sasaran secara penuh
adalah titik kritis dalam proses sosialisasi. Oleh karena itu, fasilitator dan
relawan permukiman harus senantiasa siap dan bersedia untuk melayani
masyarakat. Sosialisasi berorientasi pada pencapaian pemahaman,
kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tujuan proyek, aturan
dan ketentuan yang berlaku di Re-Kompak. Utamanya pelembagaan
nilai-nilai luhur dalam seluruh proses pembangunan (rehab-rekon) yang
menjadi landasan pelaksanaan Re-Kompak. Kesemuanya bermuara
pada terbangunannya manusia yang baik dan benar sehingga seluruh
etika pembangunan yang menjadi prinsip kerja Re-Kompak dapat
berjalan dengan lancar.

Akuntabilitas TPK/Kerap kepada masyarakat hanya akan efektif apabila
masyarakat memiliki kepedulian dan ingin senantiasa mendorong
akuntabilitas TPK/Kerap ketika terjadi sesuatu hal yang dinilai keliru atau
tidak sesuai dengan substansi Re-Kompak Akuntabilitas bagi pemerintah
hanya akan berjalan apabila kedua belah pihak (pemerintah dan
masyarakat) menyadari aturan main dan aktif mengambil inisiatif maupun
membangun kemitraan dalam setiap tindakan mereka.

Bagian terpenting dari proses sosialisasi Re-Kompak adalah terletak
pada prinsip dasar untuk memberi peluang dan malah mendorong
masyarakat untuk mengadu atau mencari informasi apapun dan
kemanapun, khususnya tatkala mereka tidak puas dengan hasil proyek.
Masyarakat juga didampingi untuk membangun mekanisme sosialisasi
lokal, misalnya bulletin warga, radio warga dan lain-lain, dalam rangka
tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari masyarakat terhadap
pelaku maupun pelaksanaan Re-Kompak.

4. Akuntabilitas

TPK/Kerap akan melakukan pertemuan rutin minimum satu kali/bulan
untuk mengambil keputusan secara kolektif dalam perkara-perkara
strategis dan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dalam kaitannya
dengan penggunaan dana BDL dan kemajuan pekerjaan di lapangan.
TPK/Kerap juga akan mengadakan pertemuan bulanan dengan
mengundang KP, warga peduli dan para tokoh kunci untuk
menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta
merencanakan kegiatan bulan berikutnya.

Keuangan TPK/Kerap akan diaudit sekurang-kurangnya pada akhir
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman oleh akuntan
independen. Hasil audit independen harus dilaporkan kepada masyarakat
dalam pertemuan bulanan dan disebarluaskan ke semua pihak terkait.
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Dalam rangka memperkuat pengawasan serta supervisi konsultan dalam
pelaksanaan Re-Kompak, fasilitator disyaratkan untuk mengecek
pembukuan KP dan TPK/Kerap secara rutin. Fasilitator juga akan
menandatangani dan menyimpan “pernyataan representasi’ secara rutin
yang berisikan pernyataan bahwa mereka telah mengecek buku-buku
yang ada dan menyimpulkan hasilnya adalah “memuaskan”. DMC akan
memeriksa secara random pernyataan yang dibuat fasilitator tersebut
serta membuat dan menyimpan “pernyataan representasi’ serupa.
Mekanisme pengecekan dan penerapan sanksi akan dibangun untuk
‘pernyataan representasi” yang tidak benar (bentuk sanksi misalnya
penghentian pekerjaan untuk sementara waktu).

Monitoring dan Sanksi

Proyek akan melakukan monitoring lapangan secara extensif. Untuk itu,
KMP menyusun suatu program monitoring proyek secara rutin dan setiap
TPK/Kerap akan dikunjungi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
Alamat surat untuk pengaduan akan diumumkan di papan informasi di
setiap kelurahan sasaran Re-Kompak, termasuk juga disebarluaskan
pada buku-buku pedoman Re-Kompak, leaflet, poster, bulletin dan lain-
lainnya. Unit atau staf khusus akan ditugaskan untuk menangani
pengaduan, baik di tingkat KMP maupun DMC. Database pengaduan
serta kemajuan tindak lanjutnya akan diupayakan serta dikembangkan
oleh DMC dan KMP. Unit atau staf yang menangani pengaduan akan
menginvestigasi serta memfasilitasi resolusi atau penyelesaian
pengaduan dan masalah. Database pengaduan, tindak lanjut yang
diambil atau ditetapkan, serta penerapan sanksi akan diumumkan untuk
meningkatkan keterlibatan partisipan dan untuk meningkatkan rasa
kepedulian maupun pemenuhan keingintahuan pihak yang mengajukan
pengaduan/protes, sehingga menumbuhkan biaya sosial untuk
mengeliminir penyalahgunaan dana.

Pencairan dana bantuan Re-Kompak ke TPK/Kerap akan ditunda
dan/atau dibatalkan dalam hal terjadi kondisi yang diduga telah terjadi
penyalahgunaan dana. Pada tingkat yang lebih luas, seluruh kota
dimungkinkan untuk dikeluarkan dari daftar kota sasaran Re-Kompak
atau penerima dana Re-Kompak dalam hal kondisi diduga adanya
penyalahgunaan dana Re-Kompak yang terjadi secara meluas atau di
sebagian besar wilayah kota bersangkutan
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